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MOTTO 

 

 

“Hadis-hadis hukum harus dipandang sebagai suatu masalah yang harus 

ditinjau kembali (a problem to be retreated) dan bukan dipandang 

sebagai hukum yang sudah jadi yang dapat dipergunakan secara 

langsung (a ready-made law)”. 

(Fazlur Rahman, dikutip oleh Musahadi Ham dalam karyanya, Evolusi 

Konsep Sunnah). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 

No Arab Indonesia No Arab Indonesia 
 dl ض tidak dilambangkan 15 ا 1
 th ط b 16 ب 2
 dh ظ t 17 ت 3
 ‘ ع ts 18 ث 4
 gh غ j 19 ج 5
 f ف h 20 ح 6
 q ق kh 21 خ 7
 k ك d 22 د 8
 l ل dz 23 ذ 9

 m م r 24 ر 10
 n ن z 25 ز 11
 w و s 26 س 12
 sy 27 ª h ش 13
 y ي sh 28 ص 14

 
2. Vokal 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal, fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i” dan dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) ditulis dengan â, misalnya قال menjadi qâla 

Vokal (i) ditulis dengan î, misalnya  ل  menjadi qîla ق

Vokal (u) ditulis dengan û, misalnya دون menjadi dûna 
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Penulis 

ABSTRAK 
 

Salam, Nor, 2010, 06210079, Studi Atas Hadis ”Lâ Nikaha Illâ Biwaliyyin” 

(Analisis Ilmu Hadis). Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag 

 
Kata Kunci : Pernikahan, wali, dan hadis nabi 
 

Wali sebagai unsur pokok yang harus ada dalam pernikahan menurut 
jumhur ulama menempati posisi rukun sehingga ketiadaan wali menyebabkan 
batalnya pernikahan secara hukum. Berbeda dengan pandangan imam Hanafi 
dan ulama-ulama yang berafiliasi kepada madzhab Hanafi yang hanya 
memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, itupun dalam 
pandangannya, hanya terbatas pada perempuan yang masih belum dewasa. 

Mengingat kedua pendapat di atas sama-sama berangkat dari interpretasi 
yang berbeda terhadap hadis nabi yang salah satunya adalah hadis yang berbunyi 

إلاّ بوليّلا نكاح   maka penelitian ini diarahkan pada tiga kajian pokok yaitu 
menyangkut validitas kesahihan hadis  إلاّ بوليّلا نكاح  dalam tinjauan ilmu hadis, 
begitu juga mengenai kandungan dan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan 
dari pemahaman terhadap hadis  tersebut, 

Dengan demikian, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori 
penelitian perpustakaan (library research), tentu saja data-data yang dibutuhkan 
berupa literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema kajian dengan 
menggunakan metode dokumentasi, yakni metode pengumpulan data melalui 
penelusuran terhadap data-data kepustakaan, baik yang berupa sumber data 
primer, sekunder atau bahkan data-data yang bersifat tersier. Kemudian data 
tersebut dipahami dengan menggunakan pendekatan historis, tekstual dan 
kontekstual. Pendekatan historis digunakan untuk melihat sisi validitas hadis  لا

إلاّ بوليّنكاح   dari sisi sanad maupun matannya. Sementara analisis tekstual 
digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap hadis yang dimaksudkan dari 
sisi redaksi dan gramatikanya, sedangkan analisis kontekstual dimaksudkan 
sebagai pisau analisis untuk menelaah setting historis pada saat hadis إلاّ لا نكاح 
 .disabdakan oleh nabi Muhammad Saw  بوليّ

Melalui tiga pendekatan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hadis tentang 
perwalian yang dalam hal ini adalah hadis yang berbunyi   إلاّ بوليّنكاح  baik dari لا 
sisi sanad ataupun matannya merupakan hadis yang bernilai shahih dan dapat 
dijadikan sebagai hujjah. Namun betapapun, selain pertimbangan mengenai 
aspek kesahihannya, pertimbangan lain seperti halnya aspek historisitas dalam 
memahami teks-teks keagamaan termasuk di dalamnya adalah hadis nabi, tidak 
dapat diabaikan begitu saja. Sehingga dalam penelitian ini, kaitannya dengan 
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eksistensi wali dalam pernikahan, diperoleh satu kesimpulan bahwa kesahihan 
hadis di atas tidak menyebabkan seorang wali dapat bertindak sewenang-wenang 
melainkan hanya ditempatkan sebagai pemberi pertimbangan dan bukan untuk 
memveto –ijbar– keinginan orang yang berada di bawah perwaliannya.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terciptanya makhluk hidup 

dengan berpasang-pasangan. Hal ini menandakan bahwa hidup secara berpasang-

pasangan merupakan fitrah setiap makhluk hidup yang tidak hanya terbatas pada 

manusia. Tentunya keberpasangan tersebut sebagai media yang dipergunakan 

untuk memelihara kelangsungan hidup, tanpa keberpasangan rasanya sulit untuk 

membayangkan akan terciptanya kelangsungan hidup setiap makhluk yang 

tercipta di muka bumi ini. 

Sekalipun manusia secara fitrah tidaklah berbeda dengan makhluk yang 

lainnya dalam hal kebutuhan untuk hidup berpasangan sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhan biologisnya, tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan yang sangat 

mendasar mengenai aturan yang dapat melegalkan hubungan lawan jenisnya 

(baca: pernikahan) yang harus diindahkan, sehingga boleh dikatakan adanya tata 
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aturan yang begitu ketat dalam pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat 

Islam pada satu sisi bertujuan untuk memanusiakan manusia dan sekaligus hendak 

membedakan antara pernikahan yang dilakukan oleh seorang manusia dan 

makhluk hidup lainnya. 

Di sisi lain, rigidnya aturan dalam pernikahan juga erat kaitannya dengan 

eksistensi nikah dalam Islam yang tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan 

biologis belaka, namun lebih jauh, pernikahan dalam Islam mempunyai peranan 

yang sangat penting bahkan menurut seorang orientalis, JND. Anderson, 

pernikahan selain dipandang sebagai inti syariah juga mempunyai peranan penting 

yakni menjadi landasan utama bagi pembentukan masyarakat muslim,1 sehingga 

tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sahnya hubungan biologis yang 

dilakukan oleh sepasang manusia sangat ditentukan oleh pemenuhan terhadap 

syarat dan rukun dalam pernikahan sesuai dengan ketetapan syariat Islam. 

Dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah ra, Rasulullah Saw bersabda: 

 ِ بُدَّ فِى النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِىِّ وَالزَّوْجِ لاَ  « -صلى االله عل وسلم-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّ

ْنِ  وَالشَّاªِدَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata Rasulullah Saw bersabda 

sebuah pernikahan haruslah memenuhi empat hal pokok yakni harus ada seorang 

wali, kedua mempelai serta dua orang saksi.2 

 

       Berdasarkan pada bunyi hadis di atas, terdapat empat hal pokok yang 

dianggap penting dan sekaligus menjadi penentu tentang sah tidaknya suatu 

pernikahan. Namun dalam penelitian ini –sesuai dengan tema yang peneliti 

jadikan sebagai fokus kajiannya- adalah menyangkut eksistensi wali sebagai salah 

                                                             
1JND. Anderson, “Islamic Law In The Modern World”, diterjemahkan Machnun Husein, Hukum 
Islam di Dunia Modern (Surabaya: CV. Amarpress, 1991), 42 
2Imam Dâruqutnî , Sunan Dâruqutnî , Al-Marja‘u al-Akbar  li al-Turâts al-Islâmî (Support @ ellapsis. 

com). 
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satu rukun yang harus dipenuhi seperti ditegaskan dalam dalam satu hadis nabi 

yang berbunyi:  

 )رواه احمد(لا نكاح إلاّ بوليّ  : عل وسلّمقال رسول االله صلى االله : عن أبي بردة عن أب قال
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Burdah yang berasal dari ayahnya, dia berkata, 
Rasulullah Saw bersabda tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang 
wali.”3  
 

Sepintas lalu hadis ini menunjukkan keharusan adanya seorang wali untuk 

sahnya sebuah pernikahan dan jika hal ini tidak terpenuhi maka nikahnya 

dianggap tidak sah. Namun pada kenyataannya, adanya seorang wali masih 

diperselisihkan mengenai eksistensinya sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam 

pernikahan yang dengan kealpaannya suatu pernikahan dianggap batal. 

Jika dalam pemikiran ulama-ulama yang bermadzhab Malikiyah, Syafi’iyah 

dan Hanabilah keberadaan wali ditempatkan dalam posisi rukun dalam setiap 

pernikahan, maka keberadaan wali dalam pandangan ulama Hanafiah hanya 

ditempatkan sebagai syarat dalam pernikahan dan itupun hanya terbatas pada 

perempuan yang belum dewasa.4 

Perdebatan para elit agama seputar eksistensi wali dalam pernikahan tidak 

hanya berdampak pada tataran teoretis terkait dengan sahih tidaknya hadis yang 

menjustifikasi wali dalam pernikahan, melainkan telah merambah ke dalam 

tataran praktis yaitu munculnya persepsi masyarakat tentang nikah siri. Di mana 

nikah siri dalam pandangan masyarakat umum berkisar pada tiga pengertian, 

Pertama, pernikahan tanpa wali. Definisi kedua, pernikahan yang sah secara 

agama namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan sipil. Sedangkan definisi 

                                                             
3Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, Al-Marja‘u al-Akbar  
4Abdurrahman al-Jaziri, Kitâb al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba’ah, juz 4 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 
2003), 16-28  
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ketiga, nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-

pertimbangan tertentu.5  

Kembali kepada nikah siri dalam pengertian pertama yaitu pernikahan yang 

dilangsungkan tanpa adanya seorang wali. Jika kita ikuti pendapat yang 

dikemukakan oleh ulama Hanafiah yang hanya menempatkan wali sebagai 

persyaratan dalam pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang belum 

dewasa, maka nikah siri selama mempelai perempuannya adalah orang yang 

sudah dewasa adalah sah. Tentu saja berbeda jika pendapat yang diikuti adalah 

pendapat jumhur yang menegaskan bahwa wali adalah rukun dalam setiap 

pernikahan.  

Tentu saja jika ditelusuri secara seksama perbedaan tersebut berangkat dari 

interpretasi yang berbeda terhadap salah satu sumber hukum islam yang dalam hal 

ini adalah hadis nabi yang berbicara tentang wali dalam pernikahan. Sehingga 

pada hakikatnya kedua pandangan di atas sama-sama memiliki sandaran hukum 

yakni hadis nabi. Statemen ini diperkuat oleh posisi hadis yang ditempatkan 

sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas 

terhadap kandungan al-Quran bahkan hadis –sekalipun masih diperselisihkan di 

antara para ulama –dapat menasakh al-Quran.6 

Namun bagaimanapun urgensi kedudukan hadis, pada kenyatannya tidak 

semua hadis yang disandarkan kepada nabi Saw mencapai validitas kesahihan 

sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang ilmu hadis 

                                                             
5 http://faridm.com/konsultasi/. Ditulis oleh Farid Ma'ruf pada 14 Maret 2009 
6Terdapat empat fungsi hadis terhadap al-Quran yakni sebagai bayân tafsîr, bayân taqrîr, bayân 
tasyri’ dan bayân nasakh. Lihat dalam Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: 
Pustaka Setia, 2009), 78; Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 
58; Umi Sumbulah, Buku Ajar Ulûm al-hadîts 1 (Malang: Fak. Syariah, 2007), 18 
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tentang kesahihan sebuah hadis baik dari sisi internal hadis (matn al-hadîts) 

maupun dari sisi eksternalnya (sanad al-hadîts) tidak terkecuali hadis mengenai 

kedudukan seorang wali dalam pernikahan, yang juga menjadi ajang perdebatan 

seputar validitas kesahihannya. Di satu sisi hadis tersebut sebagaimana hasil 

penelitian Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani adalah hadis yang bernilai 

sahih7 sehingga implikasi hukumnya tidak boleh seorang perempuan menikah 

tanpa adanya seorang wali. Sementara di sisi lain, hadis tentang eksistensi wali 

dalam pernikahan seperti dalam keputusan fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam 

(PERSIS) adalah hadis yang kesahihannya tidak bisa dipertanggung-jawabkan 

sehingga dalam pandangan mereka keberadaan seorang wali hukumnya hanyalah 

sunah.8 

Persoalan selanjutnya sekalipun terhadap hadis yang telah dinilai sahih baik 

secara internal maupun eksternal masih menimbulkan problem tersendiri dalam 

hal pemahaman akan kandungan hadis, mengingat hadis yang merupakan upaya 

faktualisasi ajaran Islam melalui ucapan, tindakan ataupun ketetapan (taqrir) nabi 

Muhammad tidaklah berangkat dari ruang hampa melainkan sangat erat kaitannya 

dengan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Arab saat itu. 

Melihat kenyataan ini, untuk menelusuri akar perbedaan dan duduk 

permasalahan tentang eksistensi wali sebagai rukun dalam pernikahan seperti 

bunyi hadis di atas dianggap perlu untuk dilakukan penelitian terhadap hadis 

tersebut baik menyangkut kesahihan dari sisi eksternal (sanad al-hadîts) maupun 

internalnya (matn al-hadîts) serta setting historis pada saat hadis tersebut muncul. 

                                                             
7Muhammad Nashiruddin al-Albani, Irwâ’ al-Ghalîl Fî Takhrîj Ahâditsi Manâr al-Sabîl, juz 6 
(Damaskus, Maktab al-Islamy, 1985), 235 
8Badri Khaeruman, Islam Ideologis: Perspektif Pemikiran dan Peran Pembaruan PERSIS (Jakarta: 
CV. Misaka Galiza, 2005), 267 
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Persoalan lain yang menjadi alasan dilakukannya penelitian terhadap hadis 

yang berbicara tentang wali dalam pernikahan disebabkan persoalan tersebut 

adalah persoalan hukum yang tidak dapat disandarkan pada hadis yang bernilai 

dlaîf. Padahal hadis dlaîf seperti dikatakan oleh imam Nawawi hanya dapat 

dijadikan hujjah dalam hal-hal yang bersifat fadlâil ‘amal. Bahkan menurut Ibnu 

Shalah, dalam hal fadlâil ‘amal sekalipun hadis dlaîf tetap tidak dapat dijadikan 

sebagai hujjah.9 

Berangkat dari persoalan inilah penulis tertarik untuk meneliti kesahihan 

hadis yang berbicara tentang wali dalam pernikahan serta implikasi hukum yang 

dikandung di dalamnya yang kemudian tema tersebut penulis rumuskan ke dalam 

sebuah judul “STUDI ATAS HADIS LÂ NIKAHA ILLÂ BIWALIYYIN 

(ANALISIS ILMU HADIS)”. 

B. Rumusan Masalah 

Pada satu sisi, untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis terhadap 

hadis yang berbicara tentang masalah kedudukan wali dalam pernikahan dan di 

sisi lain untuk memberikan gambaran yang jelas sebagai batasan terhadap pokok 

persoalan yang menjadi objek pembahasan, tema di atas penulis rumuskan ke 

dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah validitas hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin dalam tinjauan ilmu 

hadis? 

2. Bagaimanakah kandungan hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin? 

3. Bagaimanakah implikasi hukum dari hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin? 

 

                                                             
9Ahmad Abd. Madjid, Muhâdharât Fî Ushûl Fiqh (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 63 
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C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Validitas hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin dalam tinjauan ilmu hadis 

2. Kandungan hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin 

3. Implikasi hukum dari hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian terhadap hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin sebagai fokus 

kajian meliputi kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis. Secara 

teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi 

dalam penelitian terhadap hadis nabi, mengingat tidak semua hadis yang 

disandarkan kepada baginda nabi memiliki validitas sahih baik secara sanad 

maupun matan, sehingga dengan demikian diharapkan adanya sikap selektif 

dalam menggunakan hadis nabi sebagai hujjah dalam penentuan suatu hukum. 

Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman atau setidaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh 

lembaga yang concern terhadap urusan pernikahan semisal Kantor Urusan Agama 

(KUA) atau Lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus yang muncul 

dalam masalah pernikahan terlebih masalah perwalian. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini 

akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejauh ini telah ada 
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beberapa penelitian serupa baik dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah 

lainnya. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Farida Hamidah pada 

tahun 2006 mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang dengan judul ”Upaya 

Hukum Wali ‘adlal Atas Penetapan Wali Hakim Oleh Pengadilan Agama”. 

Temuan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah diperbolehkannya bagi 

seorang wali yang dianggap ’adhal untuk melakukan gugatan terhadap penetapan 

Pengadilan Agama. 

 Begitu juga penelitian Muhammad Darwis pada tahun 2008 dalam skripsi 

yang diajukan pada Fakultas Syariah UIN Malang dengan judul “Persepsi 

Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten 

Malang tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah”. Hasil dari penelitiannya 

menyebutkan bahwa wakalah terjadi pada semua pernikahan di desa Argotirto 

dengan menjadikan penghulu atau tokoh masyarakat setempat sebagai wakil 

dalam pernikahannya. Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Samheri, 

mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2005 dalam skripsinya yang 

berjudul “Kompetensi Kiai Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Bawah 

Tangan”. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa dalam menghadapi kasus 

tersebut, pendapat para kyai terbagi ke dalam dua golongan. Golongan pertama 

adalah mereka yang membenarkan seorang kyai menjadi wali hakim dalam 

pernikahan bawah tangan, sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang 

menolak hal tersebut. 

Sedangkan penelitian dalam bentuk jurnal adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya Bagi 

Fiqh Mu’âsyarah: Sebuah Analisis Gender,” dalam EGALITA: Jurnal Kesetaraan 
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dan Keadilan Gender, vol. II no. 1 tahun 2007. Dalam penelitian tersebut, Umi 

Sumbulah dengan tegas menyatakan bahwa terjadi ketimpangan gender dalam 

hukum pernikahan yang salah satunya ditunjukkan oleh ketentuan adanya seorang 

wali yang secara keseluruhan berasal dari garis keturunan laki-laki. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yunahar Ilyas dalam 

disertasinya yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam al-Quran: Studi Pemikiran 

Para Mufassir”. Dalam penelitian tersebut dibandingkan antara penafsiran Hamka 

dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap Surat al-Nur ayat 32 dan diperoleh kesimpulan 

bahwa keduanya memiliki kesamaan pandangan tentang tidak sahnya pernikahan 

tanpa adanya seorang wali. Sementara penelitian dalam bidang hadis telah 

dilakukan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam karyanya yang berjudul 

“Irwâ’ al-Ghalîl Fî Takhrîj Ahâditsi Manâr al-Sabîl” dan menyimpulkan bahwa 

hadis-hadis tentang perwalian khususnya dalam bentuk redaksi  ّلا نكاح إلاّ بولي 

adalah hadis yang berkualitas shahih. 

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah ada maka belum 

terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji. 

Misalnya saja, dalam penelitian yang dilakukan oleh Faridah Hamidah, fokus 

pembahasannya mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wali ‘adlâl. 

Sedangkan penelitian Muhammad Darwis hanya berbicara mengenai perwalian 

yang diwakilkan kepada orang lain dalam pernikahan. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Samheri lebih menekankan pada kedudukan seorang kiai sebagai 

wali dalam pernikahan bawah tangan. 

Begitu pula halnya dengan penelitian Umi Sumbulah tentang wali dalam 

pernikahan. Dalam penelitian tersebut yang menjadi permasalahan pokok adalah 
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ketimpangan gender yang terjadi dalam pernikahan. Sedangkan dalam dua 

penelitian terakhir yakni penelitian Yunahar Ilyas lebih memfokuskan pada ayat-

ayat yang berbicara tentang wali dalam perspektif para mufassir yang dalam hal 

ini adalah Hamka dan Hasbi asy-Syiddieqy, dan terakhir adalah penelitian 

Muhammad Nashirudin al-Albani. Dalam penelitian ini beliau mengungkapkan 

tentang kesahihan hadis mengenai perwalian namun hanya sebatas pada penelitian 

sanad. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk menjawab persoalan seperti yang telah diuraikan pada rumusan 

masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka. Maka dari situ penelitian ini 

tergolong kepada penelitian kualitatif. 

Mengingat dalam penelitian ini dibutuhkan data-data tertulis untuk 

mengetahui status hadis yang sedang diteliti yaitu hadis lâ nikaha illâ 

biwaliyyin baik dari sisi validitas sanad, matan maupun implikasi hukum dari 

bunyi hadis tersebut, maka tentu saja data-data tersebut diperoleh dari hasil 

bacaan terhadap buku-buku literatur yang berhubungan dengan hal tersebut. 

Dengan demikian, jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini tergolong pada 

penelitian perpustakaan (library research).10  

 

                                                             
10Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan peneliti 
berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. 
Lihat, Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50; 
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18  
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2. Pendekatan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian terhadap hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin ini meliputi 

tiga hal pokok yang manjadi fokus kajiannya yaitu menyangkut penelitian 

terhadap otentisitas sanad dan  matan maupun pemahaman terhadap kandungan 

matan serta implikasi hukum yang dikandungnya. Untuk menjawab ketiga 

persoalan tersebut tentu dibutuhkan sebuah pendekatan yang tentu saja haruslah 

pendekatan yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji sebagai perangkat 

analisisnya. 

Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan 

historis yang digunakan sebagai perangkat analisis untuk melacak keotentikan 

sanad maupun matan hadis yang sedang diteliti. Pendekatan selanjutnya adalah 

pendekatan tekstual yang dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap 

pemaknaan hadis secara tekstual baik melalui pemaknaan terhadap makna 

gramatikal ataupun makna leksikalnya.  

Sedangkan pendekatan terkakhir adalah pendekatan kontekstual yang 

dipergunakan sebagai piranti telaah  terhadap makna hadis dari sisi historisitas 

yang melingkupinya (baca: Asbâb al-wurûd hadis). Namun, mengingat tidak 

semua hadis mempunyai Asbâb al-wurûd atau sebab tertentu yang berupa 

peristiwa secara khusus (Asbâb al-wurûd mikro), maka dalam keadaan seperti ini 

perlu dikembangkan pada pemahaman terhadap setting historis yang bersifat 

umum (Asbâb al-wurûd makro).  
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3. Sumber Data 

Sumber data seperti didefinisikan oleh Suharsimi Arikunto adalah subjek dari 

mana sebuah data bisa diperoleh.11 Penelitian apapun jenisnya tentu 

membutuhkan sebuah data dalam rangka mencari jawaban atas persoalan yang 

menjadi pertanyaan sebagai pendorong dilakukannya sebuah penelitian, tentu saja 

data yang dibutuhkan bisa saja didapatkan dari lapangan melalui observasi 

ataupun interview serta bisa diperoleh dari perpustakaan melalui pembacaan dan 

pentelaahan terhadap buku-buku literatur. 

Dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam 

penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa 

data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan 

melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer 

ataupun yang bersifat sekunder.12 

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang 

memuat tentang tema lâ nikaha illâ biwaliyyin yang dalam hal ini adalah kitab 

Sunan Abû Dâud karya Sulaiman bin Asy’ats as-Sijistani (w. 275 H). Sedangkan 

dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

hadis tersebut juga digunakan sebagai sumber primer beberapa kitab hadis yang 

memuat tentang tema yang sama, antara lain adalah kitab Shahîh al-Bukhârî karya 

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H), Sunan Tirmidzî 

                                                             
11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006), 129 
12Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsng memberikan data 
kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Lihat dalam, Sugiyono, 
Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 62; lihat pula dalam, Husein Umar, 
Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 42 
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karya Abu Isa Muhammad al-Tirmidzî (w. 279 H), Sunan Ibnu Mâjah karya 

Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini (w. 275 H), Sunan al-Dârimî karya 

Abdullah bin Abdurrahman al-Dârimî(w. 255 H), Musnad Ahmad bin Hanbal 

karya Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). 

Sumber primer lainnya adalah kitab-kitab  yang membahas tentang biografi 

para perawi hadis seperti kitab Tahdzîb al-Tahdzib karya ibnu Hajar al-Asqalani 

(w. 852 H) dan kitab Tahdzîb al-Kamâl fî Asma’ al-Rijâl karya Abul Hajjaj Yusuf 

bin az-Zakki al-Mazzi (w. 742 H) serta program CD Room Mausu’at al-hadîts al-

Nabawî al-Syarîf (al-Ishdâr al-Tsânî). 

Selain penggunaan kitab matan maupun biografi para perawi sebagai sumber 

primer, kitab-kitab syarah hadis juga merupakan sumber primer yang digunakan 

untuk mengetahui kandungan hadis, seperti Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-

Bukharî karya Ibnu Hajar al-Asqalani, ‘Umdat al-Qârî Syarah Shahîh al-Bukharî 

karya Badruddin al-Ainiy, Badzl al-majhûd fî Halli Sunan Abî Dâud karya Habil 

Ahmad Saharanfuri, Tuhfat al-Ahwâdzî bi Syarhi Jâmi’ al-Tirmidzî oleh al-

Mubarakfuri, al-Badr al-Tamâm Syarah Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm 

oleh Husain Muhammad al-Maghrabi serta Subul al-Salâm Syarah Bulûgh al-

Marâm karya Muhammad bin Ismail ash-Shan’aniy dan Nail al-Authâr Syarah 

Muntaqa al-Akhbâr karya Muhammad bin Ali al-Syaukani. 

Adapun sumber data yang sifatnya sekunder adalah kitab-kitab fiqh yang 

antara lain adalah al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû karya Wahbah al-Zuhayli. 

Sedangkan sumber penunjang yang tergolong pada sumber tersier adalah kamus-

kamus kebahasaan maupun kamus hadis seperti Kamus al-Munawwir oleh A.W 
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Munawwir dan Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî oleh A.J 

Wensinck. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Seperti diketahui bahwa penelitian ini tergolong ke dalam penelitian 

perpustakaan (library research) sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang 

diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literatur yang mempunyai relevansi 

terhadap tema pembahasan, maka instrumen pengumpulan terhadap data-data 

tersebut adalah dengan menggunakan dokumentasi.13  

Dalam melakukakan pengumpulan terhadap data-data yang dibutuhkan, 

terlebih dahulu mengidentifikasi  sumber data yang dapat dijadikan sebagai objek 

telaah dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan upaya pengumpulan data-

data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer maupun 

sumber sekunder dengan cara menghimpun hadis-hadis yang mempunyai tema 

sejenis dengan hadis yang sedang diteliti yaitu hadis yang berbunyi lâ nikaha illâ 

biwaliyyin melalui penelusuran terhadap kamus hadis yang dikarang oleh A.J 

Wensinck yang berjudul Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî, 

selain penelusuran terhadap kamus tersebut juga dipergunakan program CD Room 

Mausû’a al-hadîts al-Syarif (Global Islamic Software Company, 2000). 

 

5. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan atas data-data tersebut melalui pentelaahan terhadap sanad yang 

                                                             
13Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya adalah benda-benda tertulis yang dalam hal ini 
meliputi buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian ataupun 
bahan-bahan tulis lainnya. Periksa kembali, Jonathan Sarwono, Op. Cit., 225; Suharsimi Arikunto, 
Op. Cit., 158 
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meliputi tahapan takhrîj al-hadîts, kemudian dilakukan penelusuran terhadap letak 

hadis sesuai dengan petunjuk kamus Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts 

Al-Nabawî yang dilanjutkan dengan penulisan terhadap matan hadis beserta 

susunan sanadnya secara lengkap untuk diteliti mengenai kebersambungan sanad 

serta kualitas para perawinya sehingga diperoleh sebuah kesimpulan mengenai 

validitas hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin dari sisi sanadnya.14 

Langkah berikutnya adalah melakukan telaah tehadap matan hadis dengan 

cara membandingkan hadis lâ nikaha illâ biwaliyyin dengan ayat-ayat al-Quran, 

hadis lain yang dinilai sahih atau lebih sahih, ataupun dengan cara 

membandingkannya dengan fakta sejarah maupun pertimbangan rasional sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga diperoleh kesimpulan 

mengenai validitas hadis tersebut ditinjau dari sisi matannya.15 Setelah diketahui 

mengenai validitas kesahihan baik dari sisi sanad ataupun matan, tahapan 

selanjutnya adalah pentelaahan terhadap kandungan hadis yang dimaksud 

sehingga dapat ditentukan implikasi hukumnya yang dalam penelitian ini adalah 

mengenai eksistensi seorang wali dalam pernikahan. 

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menentukan tingkat akurasi  data yang telah dikumpulkan baik yang 

berasal dari sumber primer ataupun yang berasal dari sumber sekunder, maka 

sangat penting untuk dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik 

pengecekan data yang umum digunakan dalam penelitian. 

                                                             
14Mengenai metode kritik hadis dapat dibaca dalam, Umi Sumbulah, Kritik Hadis (Malang: Uin Press, 
2008), 115-116; Begitu juga dalam M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: 
PT. Karya Unipress, 1992), 51 dan setelahnya.  
15Umi Sumbulah, Op. Cit., 116 
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Dari sekian banyak teknik pengecekan data seperti dikemukakan oleh 

Moleong, dalam penelitian ini hanya digunakan dua teknik yaitu triangulasi dan 

kecukupan referensial. Kedua pendekatan ini hampir sama dalam aplikasinya 

mengingat salah satu dari empat macam triangulasi adalah triangulasi dengan 

penggunaan sumber.16 

Berdasarkan pada dua metode tersebut, data yang telah dihasilkan dari 

sumber primer dan sekunder dilakukan pemeriksaan dengan membandingkan 

antara data-data yang telah terkumpul dari satu referensi dengan referensi yang 

lainnya. Misalnya dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari 

perpustakaan dengan data yang diperoleh melalui penelusutran terhadap program 

CD mausu’at. 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan skripsi ini memuat lima bab pembahasan yang dimulai 

dengan bab I dan diakhiri dengan bab V. Dalam bab I diuraikan seputar latar 

belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Dari latar 

belakang itulah kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi batasan 

dan sekaligus rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan tentu 

saja rumusan tersebut akan dijawab melalui tujuan penelitian. Temuan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis 

maupun kontribusi secara praktis. Pada bagian ini juga diutarakan tentang 

penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui sejauh 

mana orisinalitas penelitian yang sedang penulis lakukan. Begitu juga metode 

                                                             
16Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), 170-
172 
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penelitian yang penulis gunakan, kemudian diakhiri dengan sistematika 

pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini. 

Bab II memuat tentang tinjauan pustaka, meliputi pengertian maupun sejarah 

kritik hadis baik pada masa Rasulullah Saw, masa sahabat ataupun pada masa 

tabi’in dan tabiit-tabi’in. Selain itu juga dibahas mengenai, takhrîj al-hadîts, 

i‘tibâr, maupun kritik sanad hadis yang meliputi pengertian kritik sanad, jarh wa 

ta‘dîl serta kriteria kesahihan sanad hadis, begitu juga menyangkut kritik matan 

hadis yang meliputi pengertian dan kriteria kesahihan matan hadis. Selain itu, bab 

ini juga memuat tentang pembahasan mengenai pendekatan yang digunakan 

dalam kritik dan fiqh al-hadîts serta tinjauan hukum tentang wali nikah. 

Pentingnya kajian pustaka ini adalah sebagai titik tolak dalam menganalisis tema 

yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian. 

Bab III membahas tentang validitas hadis yang sedang diteliti dengan 

melakukan takhrîj al-hadîts dan i‘tibâr serta dilanjutkan dengan melakukan kajian 

terhadap sanad dan matan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai nilai 

kesahihahnya. Setelah diketahui nilai kesahihannya, kemudian pada bab IV 

diuraikan mengenai pemahaman yang diperoleh melalui pendekatan tekstual 

maupun pendekatan kontekstual sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan 

mengenai implikasi hukum yang dihasilkan melalui pendekatan tersebut.  

Sedangkan dalam bab V sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian 

disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, begitu juga 

saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.  
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BAB II 

KRITIK DAN PENDEKATAN PEMAHAMAN HADIS 

 TENTANG WALI NIKAH 

 

A. Kritik Hadis: Perspektif Definitif-Historis 

1. Pengertian Kritik Hadis 

Secara kebahasaan istilah “kritik” dapat dikatakan sebagai terjemahan dari 

kata  نقد –نقد  yang berarti mengeritik ataupun melakukan penelitian secara  نقدا – 

seksama17. Kata tersebut sering kali ditemukan dalam literatur arab, misalnya 

seperti ungkapan نقد الكلام و نقد الشعور (ia telah mengkritik bahasa dan puisinya)18 

atau semakna dengan kata ز  19 seperti terdapat pada ayat yang(tamyîz) تم

berbunyi  ب ث من الط ز الخب م  sehingga ia mampu membedakan antara) حتى 

keburukan dan kebaikan).20 Sehingga tidak salah jika seorang pakar hadis abad 

                                                             
17Periksa dalam Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, Kamus al-Bisrî (Surabaya: Pustaka Progresif, 
1999), 733; begitu juga dalam A.W Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Unit PBIK PP al-
Munawwir, 1984), 1551 
18Umi Sumbulah, Op. Cit, hal. 26 
19Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), 5 
20QS. Ali Imran: 179 
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ketiga Hijriah, Imam Muslim (w. 261 H / 875 M) memberi judul bukunya yang 

membahas metode kritik hadis dengan al-Tamyîz.  

Sementara istilah kritik secara terminologi berarti berusaha menemukan 

kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran.21 Jika istilah 

tersebut dikaitkan dengan hadis nabi maka yang dimaksud adalah upaya 

pengkajian dan penelitian secara seksama terhadap hadis nabi dalam rangka 

untuk menentukan orisinalitas hadis-hadis Rasululullah baik dari sisi sanad 

maupun matan.22 Tampaknya definisi inilah yang dimaksudkan dalam istilah 

kritik hadis, karena memang istilah kritik hadis dalam perbincangan para 

muhaddits seperti didefinisikan oleh Abu Hatim ar-Razi yang selanjutnya 

dikutip oleh MM. Azami adalah upaya menyelidiki (membedakan) antara hadis 

sahih dan dlaîf serta menetapkan status perawinya dari segi jarh dan 

ta‘dîlnya.23  

Begitu juga dengan definisi yang dimajukan oleh Muhammad Tahir al-

Jawaby, beliau mendefinisikan ilmu kritik hadis sebagai langkah untuk 

memberikan ketentuan terhadap para periwayat hadis baik kecacatan atau 

keadilannya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang dikenal 

oleh ulama-ulama hadis. Kemudian meneliti matan hadis yang telah dinyatakan 

sahih dari aspek sanad untuk menetukan keabsahan atau ke-dlaîfan matan hadis 

tersebut, serta untuk mengatasi kesulitan pemahaman dari hadis yang telah 

                                                             
21W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 965  
22Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, Loc. Cit. 
23Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2004), 10 
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dinyatakan sahih maupun untuk mengatasi kontradiksi pemahaman hadis 

dengan pertimbangan yang mendalam.24 

Dari pengertian di atas, maka istilah kritik hadis bukan sebuah upaya 

pendistorsian melainkan sebagai upaya pelestarian terhadap hadis nabi, atau 

dengan kata lain istilah kritik tidaklah berkonotasi negatif melainkan 

sebaliknya berkonotasi positif25 dan tidak pula bertujuan untuk menguji ajaran 

Rasulullah melainkan untuk menguji daya tangkap dan kejujuran para perawi. 

Sehingga penolakan terhadap hadis tidak berarti menolak Rasulullah tetapi 

menolak klaim bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah.26 

Tentu saja kritik hadis perspektif ulama hadis sangatlah berbeda dengan 

kritik hadis perspektif para orientalis. Jika dalam perspektif ulama hadis, kritik 

hadis tidak lebih dari upaya penyeleksian terhadap hadis nabi sehingga dapat 

dibedakan hadis-hadis yang bernilai sahih ataupun sebaliknya,27 maka dalam 

perspektif orientalis, kritik hadis dimaksudkan sebagai upaya memberikan 

semacam kecaman sehingga berujung pada skeptisisme umat Islam terhadap 

otentisitas dan orisinalitas hadis sebagai kontekstualisasi Rasulullah terhadap 

ajaran Islam.28  

 

2. Telaah Historis Kemunculan Kritik Hadis 

Seperti telah diuraikan pada bahasan sebelumnya bahwa penelitian terhadap 

hadis nabi merupakan sebuah upaya dalam melestarikan dan memelihara 

                                                             
24Wordpress. Com, diakses pada tanggal 18 April 2009 
25Lihat, Umi Sumbulah, Loc. Cit. 
26Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis (Yogyakarta: LESFI, 2003), 42 
27Umi Sumbulah, Loc. Cit. 
28Ibid., 25 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



21 
 

orisinalitas hadis nabi, sehingga aktivitas dalam penelitian hadis merupakan 

sebuah keniscayaan yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan. 

Sehubungan dengan persoalan tersebut, M. Syuhudi Ismail menguraikan 

pandangan argumentatif yang dijadikan sebagai pijakan dalam memandang 

pentingnya untuk dilakukan sebuah penelitian terhadap hadis nabi. Menurutnya, 

terdapat beberapa hal yang menuntut dilakukannya penelitian terhadap hadis nabi 

yaitu, adanya fakta sejarah yang membuktikan bahwa tidak semua hadis telah 

ditulis pada zaman nabi29 dan yang terpenting adalah mengingat hadis nabi secara 

hirarkis menempati urutan kedua sebagai sumber tasyri’ setelah al-Quran.30 Selain 

itu, adanya kebutuhan masyarakat terhadap hadis yang terus meningkat 

berimplikasi pada periwayatan hadis baik secara tertulis taupun secara lisan 

dengan sendirinya akan mengalami perkembangan pula, namun satu hal yang tak 

dapat dipungkiri seiring banyaknya periwayatan hadis tingkat kekeliruan dan 

kesalahan semakin meningkat pula baik kekeliruan dan kesalahan itu berupa salah 

mendengar dan memahami riwayat atau bahkan dengan sengaja memalsukan 

hadis dengan mengatasnamakan Rasullullah.31 

Berdasar pada realitas historis di atas, dapat kita pahami bahwa urgensi 

penyeleksian terhadap sebuah hadis muncul seiring dengan munculnya hadis itu 

sendiri sehingga dapatlah dikatakan bahwa aktifitas penelitian terhadap hadis 

(baca: kritik hadis) telah muncul pada masa Rasulullah saw masih hidup sebagai 

aktor sejarah sekalipun dengan metode yang sangat sederhana, terlebih jika kritik 

                                                             
29M. Syuhud Ismail, Op. Cit.,11 
30Untuk melihat lebih jauh mengenai latar belakang pentingnya penelitian terhadap hadis periksa 
kembali, ibid., 7 dan seterusnya. 
31Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2004), 5 
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hadis dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk memilah-milah antara yang sahih 

dan yang tidak.32 Sekalipun seperti dikatakan oleh Muhammad Salih Ahmad al-

Farsi, bahwa penelitian hadis khusunya yang berkaitan dengan sanad belum 

dikenal pada masa Rasulullah Saw dan Khulafâ’ al-Rasyidîn dengan sebuah 

argumen bahwa pada kedua masa tersebut para muhadditsîn telah bersepakat pada 

sebuah kaidah م عد ول   33.(semua sahabat nabi adalah orang yang adil) الصحابة كل

Pernyataan di atas, tampaknya tidak sepenuhnya benar karena memang 

bertentangan dengan bukti historis yang dilakukan oleh sahabat Nabi terhadap 

informasi yang masih meragukan dikalangan para sahabat. Misalnya apa yang 

dilakukan oleh Umar bin al-Khattab, beliau mempertanyakan kembali kepada nabi 

Saw tentang berita yang diterima dari salah seorang tetangganya yang mengatakan 

bahwa nabi Saw telah menceraikan isteri-isterinya. Dari hasil konfirmasinya, 

diperoleh penjelasan dari nabi bahwa beliau tidak melakukan hal tersebut 

melainkan hanya tidak mengumpulinya saja.34 Sekalipun memang seperti 

dikatakan A’zami,  pada masa nabi kritik hadis dilakukan hanya sebatas 

konfirmasi yang berarti pergi menemui Nabi untuk membuktikan sesuatu yang 

dilaporkan telah dikatakan oleh beliau, tidaklah berarti bahwa kritik hadis belum 

dikenal pada masa nabi mengingat banyaknya para sahabat yang melakukan 

penyelidikan terhadap berita yang dikabarkan berasal dari nabi seperti Ali bin Abi 

Thalib, Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Amr, Umar bin Khattab, begitu juga Zainab 

                                                             
32Umi Sumbulah, Op. Cit., 33. Begitu juga dalam: Muhammad Musthafa A’zami, “Studies in Hadith 
Methodology and Literature”, diterjemahkan A. Yamin, Metodologi Kritik Hadis (Bandung: Pustaka 
Hidayah, 1996), 82 
33Periksa dalam Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, Op. Cit., 6  
34Lihat kata pengantar dalam, Usman Sya’roni, Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), vii 
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yang merupakan istri dari Ibnu Mas’ud.35 Sebagai contoh yang perlu diungkap 

sebagai bukti bahwa kritik sanad telah muncul pada masa rasulullah masih hidup 

adalah sebuah kasus yang terjadi di mana Dimam bin Tsa’labah datang menemui 

Rasulullah dan bertanya, Muhammad, utusanmu menyatakan begini dan begitu, 

kemudian Nabi menjawab, dia berkata benar.36 

Bentuk konfirmasi yang dilakukan oleh sahabat sebagai cikal bakal 

munculnya disiplin ilmu kritik sanad dalam bidang Hadis terus berlanjut hingga 

meninggalnya Rasulullah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, praktek 

penilaian terhadap sanad hadis tidak hanya sekedar konfirmasi melainkan telah 

melangkah pada tahap komparasi. Hal ini dapat dikuatkan dengan fakta sejarah 

yang terjadi pada Abu Bakar di saat seorang nenek mendatanginya untuk 

menanyakan warisan dari harta yang ditinggalkan cucunya. Menghadapi kasus 

tersebut Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah 

mendapatkan ketentuannya dalam al-Quran dan tidak pula mendengar penjelasan 

dari Rasulullah. Lalu Abu Bakar mempertanyakannya kepada para sahabat yang 

lain, di saat itulah tampil Mughirah dengan mengatakan bahwa bagian seorang 

nenek atas warisan cucunya adalah seperenam. Mendengar hal tersebut Abu Bakar 

tidak serta merta mempercayainya melainkan masih mempertanyakan kepada 

sahabat yang lain sebagai penguat terhadap apa yang telah dikatakan oleh 

Mughirah. Beberapa saat kemudian datanglah seorang yang bernama Muhammad 

ibnu Maslamah untuk menguatkan pernyataan mughirah sehingga dari situlah 

                                                             
35Muhammad Mustahafa A’zami, Op.Cit., 82-83 
36Umi Sumbulah, Op. Cit., 37 
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Abu Bakar akhirnya dapat menerima dan menyimpulkan bahwa bagian seorang 

nenek atas warisan cucunya adalah seperenam.37  

Begitu pula mengenai kritik matan hadis. Aktivitas pengujian terhadap matan 

hadis sebenarnya telah dilakukan oleh genarasi sahabat semisal Umar bin khattab, 

Ali bin Abi Tahlib, ataupun Abdullah bin Mas’ud bahkan yang paling masyhur 

adalah Sayyidah Aisyah ketika melakukan verifikasi terhadap hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis dari 

Rasulullah yang berbunyi: ل علªعذب ببكاء ا ت   sesungguhnya mayat itu akan) ان الم

diazab disebabkan oleh ratapan keluarganya), begitu juga dengan sebuah hadis 

yang menyatakan bahwa anak akibat perzinahan tidak akan masuk surga.38  

Hadis yang pertama menurut Aisyah, perawi telah melakukan kesalahan 

dalam periwayatannya mengingat hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah pada 

saat beliau melewati sebuah kuburan orang Yahudi dan beliau melihat keluarga si 

mayat sedang meratap di atasnya. Melihat hal tersebut, Rasulullah bersabda yang 

artinya: “mereka sedang meratapi si mayat, sedangkan si mayat sendiri sedang 

diazab dalam kuburnya”. Selain faktor kesalahan dalam periwayatan, lanjut 

Aisyah, matan hadis tersebut dianggap bertentangan dengan ayat al-quran sebagai 

parameter pertama dalam pengujian kesahihan sebuah matan hadis yaitu firman 

Allah yang berbunyi: ولا تزر وازرة وزر اخرى (dan seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain).39 Sementara hadis kedua tentang anak yang dihasilkan 

dari perzinahan tidak akan masuk surga menurut Aisyah, Asbâb al-wurûd hadis 

tersebut adalah suatu ketika Rasulullah berjalan dengan seseorang kemudian 

                                                             
37Ibid., 38 
38Contoh kasus ini antara lain terdapat dalam, Muh. Zuhri, Op. Cit., 43   
39M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 124 
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diejek oleh orang munafik, lalu Rasulullah bertanya kepada orang munafik 

tersebut, siapakah yang akan menghalangi jika aku bersama si fulan ini?kemudian 

orang munafik itu berkata, ia punya anak zina. Lalu Rasulullah menyatakan 

bahwa “yang berzina itulah yang punya tiga keburukan yang diantaranya adalah 

terancam tidak akan masuk surga”. Jadi menurut Aisyah hadis tersebut tidak 

menunjukkan bahwa anak hasil perzinahan tidak akan masuk surga melainkan 

adalah si pelakunya.40  

Upaya verifikasi terhadap matan hadis yang dilakukan oleh Aisyah seperti 

diuraikan di atas menjadi bukti bahwa kritik terhadap matan hadis telah dilakukan 

oleh generasi sahabat sekalipun memang harus diakui bahwa penelitian terhadap 

matan hadis termasuk kajian yang jarang dilakukan oleh muhadditsin jika 

dibandingkan dengan perhatiannya terhadap penelitian sanad. Hal itu cukup 

beralasan karena bagaimana mungkin dapat dikatakan hadis nabi jikalau tidak 

didukung oleh adanya silsilah yang menghubungkannya sampai kepada Baginda 

Nabi sebagai sumber hadis.41 Namun demikian, tidak serta merta kita katakan 

bahwa dalam melakukan penelitian terhadap hadis nabi, para ulama hanya 

memperhatikan aspek sanadnya serta mengesampingkan terhadap kritik matan 

hadis seperti dikatakan oleh para orientalis semisal Ignaz Goldziher (1850-1921), 

A.J. Wensinck (1882-1939) maupun Joseph Schacht (1902-1969.42  

 

 

 

                                                             
40Muh. Zuhri, op. Cit., 44 
41Bustamin dan M. Isa H. A Salam, Op. Cit., 59 
42Umi Sumbulah, Op. Cit., 95 
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B. Krtik Sanad dan Standarisasi Kesahihan 

1. Pengertian Kritik Sanad 

Sanad merupakan salah satu unsur penting yang sekaligus dijadikan 

sebagai objek dalam kegiatan penelitian terhadap hadis nabi. Kata sanad43 

menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang di jadikan sandaran. 

Dikatakan demikian, karena setiap hadis selalu bersandar kepadanya. 

Sementara dari sisi terminologi, terdapat beragam pendapat yang dikemukakan 

oleh para ulama mengenai pengertian sanad, namun jika kita telaah pada 

intinya keragaman tersebut hanya dalam tataran redaksi sehingga dapatlah 

disimpulkan bahwa sanad dapat diartikan sebagai:  ن ق المتن او سلسلة الرواة الذ طر

 jalan yang menyampaikan kepada matan hadis atau) نقلواالمتن عن مصدره الاول

silsilah para rawi yang menukilkan matan hadis dari sumbernya yang 

pertama).44  

Dari definisi di atas, kritik sanad hadis dapat diartikan sebagai penelitian, 

penilaian dan penelusuran terhadap rangkaian perawi dalam sanad dengan cara 

mengetahui biografi perawi yang terlibat dalam proses transmisi periwayatan 

                                                             
43Terdapat empat term yang merupakan istilah teknis dalam ilmu hadis dan merupakan derivasi dari 
kata kerja sa-na-da yaitu: isnad, sanad, musnad dan musnid. Istilah isnad dan sanad seperti dikatakan 
oleh ath-Thibi sekalipun secara makna sedikit berbeda namun dari sisi substansi yang dikandung oleh 
kedua istilah tersebut para muhadditsin cenderung menyamakan bahkan menurut mereka kedua istilah 
tersebut sering kali dipakai secara bergantian. Sementara istilah musnad, memiliki cakupan yang lebih 
luas dibandingkan dengan istilah sanad dan isnad, karena istilah musnad setidaknya menunjuk pada 
tiga pengertian. (1) sebuah hadis yang sanadnya bersambung dari perawi pertama hingga terakhir dan 
disandarkan pada Rasulullah. (2) berarti nama sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis nabi 
dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para perawi seperti kitab Musnad Ahmad ibn 
Hanbal. (3) merupakan sinonim dari kata sanad dan isnad dengan berbentuk mashdar. Sedangkan 
musnid adalah gelar perawi hadis yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya baik ia mengerti 
ataupun tidak mengenai ilmu hadis, lihat dalam: Mahmud Thahhan, Taysîru Musthalah al-Hadîts 
(Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 17; M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 93-94, Umi 
Sumbulah, Op. Cit., 29 
44Nurudin ‘Itr, Manhaj al-Naqdi fî Ulûm al-Hadîts (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 321 
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serta proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masng.45 Definisi ini 

memberikan pemahaman bahwa dalam penelitian sanad hadis, dua hal pokok 

yang menjadi objek bahasannya adalah menyangkut nama-nama periwayat 

yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan serta lambang 

periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam 

meriwayatkan hadis yang diterima dari gurunya.46 

Penelitian terhadap sanad hadis merupakan sebuah keniscayaan karena 

bagaimanapun sebuah hadis tidak akan pernah dikatakan berasal dari 

Rasulullah tanpa disertai adanya transmisi periwayatan yang jelas, sehingga 

sangatlah wajar jika persoalan sanad seakan menjadi anak emas dalam kegiatan 

penelitian hadis, bahkan seperti dikatakan oleh Abdullah bin al-Mubarak sanad 

hadis merupakan bagian dari pada agama sehingga ketiadaan sebuah sanad 

akan membuka peluang bagi siapa saja untuk mengatakan bahwa apa yang 

dikatakannya adalah hadis yang  berasal dari Rasulullah.47 

Perlakuan istimewa terhadap sanad hadis seperti di atas, tentunya 

berlawanan dengan pandangan orientalis yang sekalipun menyadari bahwa 

sanad merupakan penentu validitas sebuah hadis, namun kesimpulannya seperti 

dikatakan oleh Schacht bahwa sekalipun secara keseluruhan sistem isnad 

mungkin valid untuk melacak hadis-hadis nabi sampai pada ulama abad kedua, 

tetapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada nabi 

Muhammad saw dan para sahabat adalah palsu belaka dengan alasan sistem 

isnad dimulai pada awal abad kedua atau paling awal akhir abad pertama 

                                                             
45Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, Op. Cit., 6-7 
46M. Syuhudi Ismail, Op. Cit., 25 
47Nurudin ‘Itr, Op. Cit., 344  
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dengan dibuat secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang 

ingin memproyeksikan ke belakang doktrin-doktrin mereka sampai pada 

sumber-sumber klasik.48 Kesimpulan yang dibuat oleh Schacht secara tidak 

langsung hendak mengatakan bahwa hanya al-Quran saja yang dapat 

dibenarkan berasal dari masa hidup nabi Muhammad sementara yang lainnya 

termasuk hadis adalah buatan kaum muslimin dari abad II dan III H.49  

Kesimpulan Schacht tentu saja mengundang perhatian para sarjana muslim 

yang salah satunya adalah M.M. Azami, dalam pandangan beliau, Schacht 

tentu saja tidak mempunyai bukti yang kuat terkait dengan kesimpulannya 

terhadap sistem isnad karena menurutnya pemakaian isnad telah muncul pada 

masa hidup nabi Muhammad Saw bahkan telah dikenal dalam kitab Yahudi, 

Mishna begitu pula dalam penukilan syair-syair jahiliah sekalipun memang 

harus diakui bahwa urgensi penelitian terhadap sanad baru tampak dalam 

periwayatan hadis saja dan telah berkembang menjadi satu disiplin ilmu yang 

mapan pada akhir abad pertama Hijriah.50 

 

2. Standarisasi Kesahihan Sanad Hadis 

Keberatan para sarjana muslim terhadap kesimpulan yang dikemukakan oleh 

Schacht mengenai sistem isnad yang dalam pandangan Schacht hanyalah dibuat 

secara sewenang-wenang oleh ulama yang hidup pada abad kedua cukuplah 

beralasan karena memang dalam hal menentukan kualitas sebuah sanad yang pada 

                                                             
48MM. Azami, “on Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence”, diterjemahkan Asrofi Shodri, 
Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2004), 232 
49Badri Khaeruman, Op. Cit., 246 
50MM Azami, Op. Cit., 224 dan MM. Azami, “Studies In Early Hadith Literature”, diterjemahkan Ali 
Musthafa Ya’qub, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 530  
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akhirnya menjadi penentu terhadap validitas sebuah hadis tidaklah seceroboh 

seperti yang dituduhkan oleh para orientalis melainkan mempunyai dasar pijakan 

sebagai parameter pengujinya.  

Dalam perbincangan ilmu hadis, kesahihan sanad hadis haruslah memenuhi 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis. Kriteria tersebut 

adalah, pertama, harus ada persambungan sanad, kedua, seluruh periwayat dalam 

rangkaian sanad haruslah orang yang adil, ketiga, seluruh rawi haruslah orang 

yang dlâbit, keempat, sanad hadis terhindar dari syudzûd, dan yang kelima, sanad 

hadis harus terhindar dari ‘illat.51 Kelima kriteria ini menurut M. Syuhudi Ismail 

merupakan unsur-unsur kaedah mayor kesahihan sanad hadis.52 Untuk lebih 

jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kebersambungan sanad (اتصال السند)  

Kebersambungan sanad yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap perawi 

hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di 

atasnya dan begitu seterusnya sampai kepada pembicara yang pertama.53 

Dengan kata lain, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari 

periwayat yang disandari oleh mukharrij sampai pada periwayat tingkat 

sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari nabi bersambung dalam 

mata rantai periwayatan.54 Kaitannya dengan ketentuan tentang penetapan 

kebersambungan sanad, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, 

misalnya saja, menurut imam Bukhari, terjadinya persambungan sanad 

                                                             
51Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Ushûl al-Hadîts: Ulûmuhu wa Musthalâhuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 
1975), 305  
52M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), 126 
53M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 143 
54M. Syuhudi Ismail, Op. Cit., 127 
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haruslah ditandai dengan adanya pertemuan langsung dan persamaan masa 

hidup antara murid dan guru. Sementara dalam pandangan imam Muslim, 

kebersambungan sanad cukup ditandai dengan kehidupan dalam kurun waktu 

yang sama antar guru dan murid serta tempat tinggal diantara keduanya tidak 

terlalu jauh menurut ukuran saat itu meskipun keduanya belum pernah 

bertemu.55 

b. Perawi haruslah orang yang adil 

Kata adil yang merupakan derivasi dari akar kata bahasa arab ‘a-da-la 

secara definitif berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang 

benar.56 Namun, dalam perbincangan ilmu hadis yang dikatakan dengan 

keadilan seorang rawi adalah satu potensi yang dapat menjaga seseorang untuk 

dapat kontinyu dalam bertakwa dan mampu menjaga kewibawaan dan 

murû’ahnya.57 Bahkan lebih tegas lagi definisi yang dikemukakan oleh al-Razi, 

menurutnya al-‘adalah adalah kekuatan jiwa yang selalu mendorong untuk 

selalu bertakwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan 

dosa kecil bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat 

menodai murû’ahnya,58 yang secara umum ditandai dengan adanya popularitas 

keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis seperti Malik bin Anas dan 

Sufyan Tsauri, penilaian dari para kritikus hadis yang berisi tentang 

pengungkapan kelebihan dan kekurangannya serta penerapan kaedah al-jarh 

wa ta‘dîl.59 

                                                             
55Usman Sya’roni, Op. Cit., 60 
56Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 7 
57Zeid B. Smeer, Ulumul Hadis (Malang: UIN Press, 2008), 32 
58M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 142 
59M. Syuhudi Ismail, Op. Cit., 134 
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c. Kedlâbitan perawi 

Unsur kesahihan sanad hadis berikutnya adalah ad-dlâbit yang secara 

etimologi berarti menjaga sesuatu. Sementara secara terminologi berarti tingkat 

kemampuan dan kesempurnaan intelektualitas seseorang dalam proses 

penerimaan hadis, mampu memahami secara mendalam makna yang 

dikandungnya, mampu menjaga dan menghafalnya secara maksimal hingga pada 

waktu penyebaran dan periwayatan hadis yang didengarnya tersebut kepada orang 

lain.60 Dari definisi tersebut di atas, maka tinjauan tentang aspek inteletualitas 

perawi mencakup unsur pendengaran, pemahaman, penjagaan serta penyampaian 

secara sempurna.61 Kemudian dalam perkembangannya, istilah dlâbit terbagi 

menjadi dua macam, yaitu dlâbit al-shadr dan dlâbit al-kitâb. Dlâbit yang 

pertama, jika seorang perawi dalam meriwayatkan hadis bertumpu pada  kekuatan 

hafalan sedangkan dlâbit yang kedua adalah perawi yang dalam meriwayatkan 

hadis bertumpu pada tulisan yang pernah ia tulis dalam lembaran.62  

d. Terhindar dari  syudzûd  

Terhindar dari kejanggalan atau syudzûdz yang dimaksudkan dalam hal ini 

adalah tidak adanya pertentangan secara substansial bukan redaksional antara 

hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya (tsiqah) dengan riwayat hadis 

dari perawi yang lebih tsiqah, serta pertentangan tersebut tidak dapat 

dikompromikan sehingga dengan sendirinya hadis yang diriwayatkan oleh perawi 

pertama dianggap syadz.63 

 

                                                             
60Umi Sumbulah, Op. Cit., 65 
61Ibid., 66 
62Zeid B. Smeer, Op. Cit., 33 
63Ibid., 33 
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e. Terhindar dari ‘illat 

‘Illat yang secara definitif berarti sakit, sibuk dan sebab, dalam 

terminologi hadis seperti diungkapkan oleh Ibnu Shalah adalah sebab 

tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis karena keberadaannya 

menyebabkan hadis yang pada lahirnya berkualitas sahih menjadi tidak sahih.64 

‘Illat yang terjadi pada sanad hadis adakalanya sanadnya tampak bersambung 

(muttashil) dan sampai pada nabi (marfû’) namun ternyata hanya sampai pada 

sahabat (mauqûf), sanad yang tampak muttashil dan marfû’ namun hanya 

riwayat sahabat dari sahabat yang lain, dan adakalnya terjadi percampuran 

dengan hadis yang lain serta kemungkinan terakhir adanya kesalahan 

penyebutan perawi yang memilki kesamaan nama padahal kualitas pribadi dan 

kapasitas intelektualnya tidak sama.65 

 

3. Al-Jarh wa Ta‘dîl : Instrumen Penguji Kredibilitas Perawi 

Pengetahuan tentang jarh wa ta‘dîl merupakan sebuah keniscayaan dalam 

penelitian terhadap hadis nabi, mengingat jarh wa ta‘dîl merupakan satu disiplin 

ilmu yang sangat terkait dalam menentukan kualitas sebuah hadis. Kedua term ini 

jika didekati secara definitif baik secara etimologi terlebih secara terminologi 

akan didapatkan pendapat yang beragam yang telah diajukan oleh para ulama. 

Kata jarh merupakan bentuk mashdâr dari kata kerja ja-ra-ha yang berarti 

membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah, 

seperti dalam ungkapan orang Arab دªجرح الحاكم الشا (seorang hakim telah melukai 

                                                             
64Umi Sumbulah, Op. Cit., 73 
65Ibid., 74 
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seorang saksi).66 Sedangkan secara terminologi al-jarhu berarti munculnya suatu 

sifat dalam diri perawi yang dapat menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan 

dan ingatannya yang dapat menyebabkan riwayat yang disampaikannnya menjadi 

gugur, lemah, atau bahkan tertolak.67 

Sedangkan kata ta‘dîl secara bahasa berasal dari kata ‘a-da-la berarti sesuatu 

yang dapat dirasakan dalam keadaan benar dan lurus, sehingga kata ini tampak 

berlawanan dengan kata al-jarhu. Sementara secara terminologi terdapat pendapat 

yang beragam diantara para ulama. Misalnya, al-Khatib mendefinisikannya 

sebagai upaya mensifati perawi dengan sifat-sifat yang dapat menyucikan diri dari 

sifat-sifat tercela sehingga tampak keadilannya.68 Dalam redaksi yang berbeda 

dengan definisi di atas, ta‘dîl juga diartikan sebagai upaya pensifatan terhadap 

seseorang dengan suatu sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima.69 

Dari definisi dua term di atas, al-jarh dan ta‘dîl, baik secara etimologi 

ataupun terminologi dapat dipahami bahwa ilmu jarh wa ta‘dîl seperti 

didefinisikan oleh Subhi ash-Shalih adalah suatu disiplin ilmu yang membahas 

tentang para perawi dari segi kepribadiannya baik mengenai sifat-sifat yang 

tercela maupun sifat yang terpuji dengan menggunakan kata-kata khusus.70 

Dengan kata lain ilmu ini membahas tentang hal ikhwal para perawi dari segi 

diterima ataupun ditolaknya riwayat mereka.71 

Kata-kata khusus sebagai penyifatan terhadap seorang perawi seperti terdapat 

pada definisi di atas, sesuai dengan tipologi yang dilakukan oleh Abi Hatim ar-

                                                             
66Zeid B. Smeer, Op. Cit., 132 
67M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 157 
68Umi Sumbulah, Op. Cit., 78 
69Zeid B. Smeer, Op. Cit., 133 
70Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Amzah: Jakarta, 2008), 85 
71M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 158 
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Razi dalam karyanya al-Jarh wa ta‘dîl yang selanjutnya dikutip oleh Mahmud 

Thahhan terklasifikasikan ke dalam bagian berikut ini. 

Tingkatan jarh serta lafadz yang digunakan di dalamnya tebagi ke dalam 

enam tingkatan sebagai berikut: 

a. Tingkatan pertama yang menunjuk pada kelemahan dan tingkatan jarh yang 

paling rendah digunakan kata ث ن الحد  dalam) ف مقال atau (lemah hadisnya) ل

perbincangan); 

b. Tingkatan kedua yang menunjuk pada pelemahan terhadap perawi dengan 

menggunakan kata حتج ب  atau (si fulan tidak dapat dijadikan hujjah)  فلان لا 

ف ر atau ضع  dia adalah perawi yang dlaîf atau memiliki sejumlah hadis) ل مناك

yang munkar); 

c. Tingkatan ketiga menunjuk pada kelemahan yang menyebabkan hadis yang 

diriwayatkan tidak boleh ditulis. Hal tersebut ditunjuk dengan penggunaan 

kata ث كتب حد ة عن atau فلان لا  ف جدا atau لا تحل الروا  dan adakalanya فلان ضع

dengan menggunakan kata واه بمرة (orang yang sering menduga-duga); 

d. Tingkatan keempat menunjukkan pada tuduhan dusta atau pemalsu hadis 

dengan penggunaan kata م بالكذب م  atau (fulan dituduh berdusta) فلان مت مت

ث ,(dituduh sebagai pemalsu hadis) بالوضع سرق الحد  atau ساقط (perawi yang 

gugur), كمترو  (orang yang ditinggal hadisnya) atau س بثقة  ;ل

e. Tingkatan kelima menunjuk pada sifat dusta, pemalsu dan semacamnya 

seperti كذاب (pembohong), دجال (penipu) atau وضاع (pemalsu hadis), كذب  (dia 

berbohong) dan ضع  (dia memalsukan hadis); 

f. Tingkatan yang keenam menunjukkan pada kebohongan yang berlebihan dan 

merupakan tingkatan yang paling buruk. Hal ini ditunjuk dengan penggunaan 
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kata seperti ي في الكذب ,اكذب الناس ªو  atau ,(puncak dalam kedustaan) ال المنت

ث  72 .(dia adalah rukun kedustaan) ركن الحد

Tingkatan jarh di atas berimplikasi pada hukum yang berbeda, untuk dua 

tingkatan pertama hadis yang diriwayatkannya tidak bisa dijadikan sebagai 

hujjah akan tetapi boleh ditulis hanya untuk bahan pertimbangan saja (al-

i‘tibâr), dan tentunya perawi yang berada pada tingkatan kedua lebih rendah 

kedudukannya dari pada tingkatan pertama. Sedangkan empat tingkatan 

terakhir, hadis yang diriwayatkannya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah 

ataupun ditulis untuk pertimbangan (al-i‘tibâr).73 

Adapun tingkatan ta‘dîl yang telah diformulasikan oleh para ulama hadis, 

secara hirarkis terklasifikasi ke dalam enam tingkatan sebagai berikut: 

a. Tingkatan pertama menunjuk pada keta‘dîlan dengan ungkapan superlatif dan 

merupakan peringkat paling tinggi, misalnya dengan menggunakan wazan 

ي في التثبت seperti ungkapan افعل  kepada fulanlah puncak segala) فلان ال المنت

ketepatan dalam periwayatan) atau فلان اثبت الناس (si fulan adalah orang yang 

paling kuat hafalannya); 

b. Tingkatan kedua dengan menggunakan sifat yang menguatkan ketsiqahannya 

(ta’kid) dengan menggunakan kata seperti ةثقة ثق  74 atauثقة ثبت; 

                                                             
72Lihat, Zeid B. Smeer, Op. Cit., 141-142; Mahmud Thahhan, Op. Cit, 153-154 
73Ibid, 154 
74Seorang perawi dikatakan sebagai orang yang tsiqah (kompeten) manakala ia memiliki kualitas 
pribadi (‘adalah) dan kapasitas intelektual (dlâbith) yang bisa dipertanggung jawabkan. Adapun yang 
termasuk penilaian kualitas pribadi, perawi haruslah beragama Islam, mukallaf, melaksanakan 
ketentuan agama Islam dan memelihara murû’ah. Sedangkan aspek kapasitas intelektualnya meliputi 
kesempurnaan hafalan hadis yang diterimanya serta mampu menyampaikan dan memahaminya 
dengan baik. Namun jika seorang rawi hanya memiliki kualitas pribadi yang baik tanpa didukung oleh 
kapasitas intelektual yang bisa dipertanggung jawabkan maka ia hanya disebut sebagi rawi yang 
shaduq. Periksa dalam, Erfan Soebahar, Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah (Jakarta: Prenada 
Media, 2003), 221-222 
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c. Tingkatan ketiga menunjukkan adanya pentsiqahan tanpa adanya penguatan 

atas hal itu seperti dengan menggunakan kata ثقة atau حجة; 

d. Tingkatan keempat menunjukkan adanya ke’adilan tanpa adanya isyarat akan 

hal tersebut. Dalam peringkat ini lazim digunakan kata-kata seperti صدوق, 

 tidak mengapa) لا بأس ب atau ,(ia adalah tempat kejujuran) محل الصدق

dengannya).75 

e. Tingkatan kelima menunjukkan tidak adanya pentsiqahan ataupun celaan 

dengan menggunakan kata خ روي عن  atau (fulan adalah seorang syaikh) فلان ش

 ;(orang lain meriwayatkan hadisnya) الناس

f. Tingkatan keenam menunjukkan terhadap adanya isyarat yang mendekati 

celaan. Dalam hal ini digunakan kata-kata seperti ث  si fulan) فلان صالح الحد

pantas untuk meriwayatkan hadis) atau ث كتب حد  (ditulis hadisnya).76  

Sebagaimana pada bahasan mengenai jarh, pada bahasan mengenai 

klasifikasi peringkat ta‘dîl pun berimplikasi pada hukum pengamalan yang 

berbeda. Untuk tiga tingkatan pertama, hadis yang diriwayatkannya dapat 

dijadikan sebagai hujjah sekalipun sebagian dari mereka lebih kuat dibandingkan 

yang lainnya. Adapun tingkatan keempat dan kelima, tidak dapat dijadikan 

                                                             
75Penggunaan kata lâ ba’sa bihî atau laisa bihî ba’sun jika diucapkan oleh Ibnu Ma’in dalam 
penilaiannya terhadap seorang rawi, maka rawi tersebut tergolong seorang yang tsiqah, hal ini 
berdasarkan pada pengakuan Ibnu Khaitsamah, bahwa suatu ketika ia bertanya tentang penilaian Ibnu 
Ma’in terhadap seseorang dengan kata-kata fulânun la ba’sa bihî  dan fulânun dlaîfun. Lalu Ibnu Main 
menjawab, jika saya mengatakan fulânun lâ ba’sa bihî maka dia adalah orang yang tsiqah, berbeda 
jika saya mengatakan fulânun dlaîfunmaka dia bukanlah orang yang tsiqah. Dari sini pula tampaknya 
tidak berlebihan jika para ulama memasukkan Ibnu Ma’in ke dalam golongan kritikus hadis yang 
mutasyaddid (ketat). Lihat, al-Hafidz al-‘Iraqy, Fath al-Mughîts Syarah Alfiyat al-Hadîts (Beirut: 
Darul Kutub Ilmiyah, 2001), 180; Imam al-Laknawi al-Hindi, al-Raf’u wa Takmil Fi al-Jarhi wa 
Ta‘dîl (Beirut: Darul Basyar al-Islamiyah, 2004), 221. Dalam hal pengklasifikasian terhadap para 
kriitikus hadis, ulama membaginya ke dalam tiga golongan. Pertama, golongan mutasyaddid (ketat) 
yang termasuk di dalamnya seperti Yahya bin Sa’id, Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Ibnu Khiras. Kedua, 
adalah golongan Mu’tadil (moderat) yaitu Ahmad bin Hanbal, imam Bukhary dan Abu Zur’ah 
sedangkan golongan ketiga, adalah golongan Mutasyahil (longgar) seperti Tirmidzî, Imam al-Hakim 
dan Daruqutniy. Periksa, ibid, 130  
76Mahmud Thahhan, Op. Cit., 152-153 
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sebagai hujjah, hanya saja hadis yang mereka riwayatkan boleh ditulis dan diuji 

kedlâbitannya dengan cara membandingkan dengan hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah dan dlâbit. Jika sesuai, maka bisa 

dijadikan hujjah dan jika ternyata tidak sesuai maka harus ditolak. Sementara 

untuk tingkatan yang keenam, maka hadis yang diriwayatkannya tidak dapat 

dijadikan sebagai hujjah dan bisa ditulis hanya sebagai i‘tibâr bukan untuk 

digunakan sebagai pengujian. Hal ini disebabkan oleh adanya kejelasan tentang 

ketidak dlâbitan perawi yang bersangkutan.77 

Jadi sangatlah jelas pengetahuan akan disiplin ilmu jarh wa ta‘dîl ini 

sangatlah membantu untuk mengetahui kesahihan sanad hadis kaitannya dengan 

apakah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dapat dijadikan sebagai 

hujjah atau bahkan harus ditolak karena adanya perawi yang dianggap cacat 

secara kredibilitas ataupun kapasitas intelektualnya dalam rantai pentransmisian 

hadis yang diriwayatkan. Lebih dari itu, disiplin ilmu ini juga diarahkan untuk 

menyeleksi hadis yang memang disengaja untuk disandarkan kepada nabi 

Muhammad karena bagaimanapun sejarah telah mencatat adanya ketidak 

menentuan perjalanan hadis semenjak wafatnya nabi Muhammad sampai pada 

tahap pengkodifikasian dan itupun dipenuhi oleh warna-warni kepentingan seperti 

politik dan yang lainnya.78  

 

                                                             
77Ibid, 153; persoalan yang timbul jika ternyata dalam diri seorang rawi terjadi pertentangan antara 
peringkat ta‘dîl di satu sisi dan tajrih di sisi yang lain. Dalam hal ini terdapat beragam pendapat yang 
dikemukakan oleh ulama, namun menurut jumhur muhaddits, jarh harus didahulukan secara mutlak 
walaupun mu’adilnya lebih banyak dari pada jarihnya dengan alasan jarih mempunyai kelebihan ilmu 
yang tidak diketahui oleh mu’adilnya. Lihat dalam dalam, Endang Soetari, Ilmu Hadis: Kajian 
Riwayah dan Dirayah (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2008), 198; imam al-Laknawi al-Hindi, Op. 
Cit., 116; Ali Nayif Baqa’i, Al-Ijtihâdu Fî ‘Ilmi al-Hadîts Wa Atsaruhu Fî Al-Fiqh Al-Islâmî (Beirut: 
Dar al-Basyair, 1998), 91 
78M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit.,159 
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C. Kritik Matan dan Standarisasi Kesahihan 

1. Pengertian Kritik Matan 

Seperti pada bahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa sebaik apapun 

redaksi kalimat bahkan sekalipun tidak bertentangan secara substansial 

dengan ajaran Islam tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah hadis manakala 

tidak ditemukan rangkain perawi yang sampai kepada Rasulullah, begitu 

sebaliknya, tidaklah dikatakan sanad yang baik jika tenyata tidak didukung 

oleh isi berita yang dapat dipertanggung jawabkan. Isi berita itulah yang 

secara sederhana dalam bidang ilmu hadis disebut sebagai matan. 

Namun begitu, ulama hadis tampaknya tidak mempunyai pendapat yang 

seragam dalam memberikan ta’rîf terhadap kata matan walaupun juga perlu 

ditegaskan bahwa perbedaan mereka hanya dari sisi redaksi dan bukan secara 

substansi. Mahmud Thahhan misalnya mendefinisikan matan sebagai berikut:  

ي ال السند من الكلام نت  79.(perkataan yang disebut pada akhir sanad) ما 

Sementara Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikannya dengan  ي ال السند من ما انت

ث الذي ذكر الاسناد ل و نفس الحد  ,perkataan yang disebut pada akhir sanad) الكلام ف

yakni sabda Nabi Saw yang disebutkan setelah sanadnya).80 

Jika kata tersebut dirangkaikan dengan kata kritik menjadi kritik matan 

maka tentu yang dimaksudkan adalah upaya pengujian atas keabsahan matan 

hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara matan hadis yang bernilai 

sahih dengan matan yang bernilai dlaîf.81 Dengan melihat pada orientasi kritik 

matan itu sendiri, maka sering kali kritik matan hadis diistilahkan dengan 

                                                             
79Mahmud Thahhan, Op. Cit., 16 
80M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 98 
81Umi Sumbulah, Op. Cit., 94 
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kritik intern (naqd al-dâkhilî) yakni penelitian yang memfokuskan pada 

matan hadis yang merupakan intisari dari apa yang pernah disabdakan oleh 

Rasulullah kemudian ditransmisikan kepada generasi berikutnya hingga 

akhirnya sampai kepada para mukharrij hadis baik secara lafdzi maupun 

maknawi.82 

2. Standarisasi Kesahihan Matan Hadis 

Dalam penelitian terhadap matan hadis, tolak ukur yang diajukan oleh para 

muhadditsin untuk menentukan bahwa suatu matan hadis dapat diterima terdapat 

perbedaan diantara mereka. Al-Khathib al-Baghdady misalnya, beliau 

menjelaskan bahwa matan hadis yang maqbûl haruslah memenuhi unsur-unsur 

berikut ini: 

a) tidak bertentangan dengan akal sehat; 

b) tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam; 

c) tidak bertentangan dengan hadis mutawâtir; 

d) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama 

salaf; 

e) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti; 

f) tidak bertentangan dengan hadis ahâd yang kualitas kesahihannya lebih 

kuat.83 

Berbeda dengan persyaratan yang dikemukakan di atas, Shalahudin al-Adlabi 

mempunyai pandangan lain mengenai kriteria kesahihan matan hadis. 

menurutnya, kesahihan matan hadis harus memenuhi kriteria berikut ini:  

a) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an; 
                                                             
82Ibid. 
83Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, Op. Cit., 63 
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b) tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat; 

c) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah; 

d) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.84 

Hanya memang perlu ditegaskan bahwa penelitian terhadap kesahihan matan 

hadis tidaklah mudah, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan tolak ukur yang 

telah diperkenalkan oleh para pakar sehingga kesalahan dalam penerapan tolak 

ukur dapat berakibat terjadinya kesalahan dalam penelitian.85 Dari sinilah cukup 

beralasan jika para pakar juga menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam rangka untuk melakukan penelitian terhadap matan hadis seperti 

di bawah ini: 

a) Memiliki keahlian dibidang hadis 

b) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam 

c) Telah melakukan kegiatan muthâla’ah yang cukup 

d) Memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan secara 

benar 

e) Memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.86 

 

D. Unsur Metodologis dalam Kritik Hadis 

1. Takhrîj al-hadîts 

a. Pengertian dan manfaat takhrîj al-hadîts 

 

                                                             
84Lihat: Umi Sumbulah, Op. Cit., 102  
85M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya (Jakarta: Gema 
Insani Press, 1995), 82  
86Umi Sumbulah, Op. Cit., 103 
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Kata takhrîj  adalah bentuk mashdar dari fi’il madhi kharraja-yukharriju yang 

secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Sedangkan kata takhrîj  

secara terminologi dalam ilmu hadis seperti yang telah diinventarisir oleh Syuhudi 

Ismail mempunyai arti yang beragam seperti berikut ini: 

1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para 

periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode 

periwayatan yang ditempuhnya. 

2) Mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau 

berbagai kitab atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan 

riwayatnya sendiri atau para gurunya atau temannya maupun orang lain dengan 

menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya yang 

dijadikan sumber pengambilan. 

3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari 

berbagai kitab hadis yang disusun secara langsung oleh mukharrijnya. 

4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya yang dalam hal ini adalah kitab-

kitab hadis yang di dalamnya disertakan metode periwayatan dan sanadnya 

masing -masing serta keadaan para perawi. 

5) Menunjukkan letak asal hadis pada sumbernya yang asli.87  

Dari lima definisi yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 

takhrîj  sebagai unsur penting dalam penelitian hadis mempuyai arti: 

1) Usaha mencari sanad hadis yang terdapat dalam kitab hadis karya orang lain, 

yang tidak sama dengan sanad yang terdapat dalam kitab tersebut. 

                                                             
87M. Syuhudi Ismail, “Metodologi”, Op. Cit., 41-42 
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2) Suatu keterangan bahwa hadis yang dinukilkan ke dalam kitab susunannya itu 

terdapat dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. 

3) Suatu usaha mencari derajat, sanad, dan rawi hadis yang tidak diterangkan oleh 

penyusun atau pengarang suatu kitab.88 

Sedangkan dalam tataran praktis, takhrîj al-hadîts sebagai langkah metodologis 

dalam penelitian hadis mempunyai beberapa manfaat yang telah diintrodusir oleh 

para ahli seperti di bawah ini: 

1) Memberikan informasi tentang kualitas hadis, apakah sebuah hadis yang diteliti 

bernilai sahih, hasan, atau dlaîf berdasarkan hasil penelitian matan maupun 

sanadnya. 

2) Memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan atau tidak setelah 

ia mengetahui sisi maqbûl (diterima) atau mardûdnya sebuah hadis. 

3) Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari 

Rasulullah saw. yang harus kita ikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat 

tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matan.89 

 

b. Metode Takhrîj  

Untuk memudahkan dalam melakukan takhrîj  terhadap hadis nabi, para 

ulama telah memperkenalkan metode yang sangat beragam, namun setidaknya 

dalam hal ini akan diuraikan lima metode yang telah diperkenalkan oleh para 

                                                             
88Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, Ulumul Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 131; Abdul 
Majid Khon, Op. Cit., 115-116 
89Muhammad Ahmad & M. Mudzakir, Op. Cit., 132 
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ulama. Kelima metode ini sekaligus menjadi inti sari dari beberapa metode yang 

beragam.90  

1) Takhrîj  dengan cara mengetahui perawi hadis dari sahabat 

Metode ini dikhususkan jika seorang peneliti telah mengetahui nama sahabat 

yang meriwayatkan hadis yang dimaksudkan,91 kemudian langkah berikutnya 

adalah melakukan penelusuran terhadap tiga kitab hadis di bawah ini: 

a) Al-Masânîd (musnad-musnad). Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. 

b) Al-Ma‘âjîm (kitab kompilasi). Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan 

musnad para shahabat atau syuyûkh (guru-guru) atau bangsa (tempat asal) 

sesuai huruf kamus (hijâiyyah). 

c) Kitab-kitab Al-Athrâf. Kebanyakan kitab-kitab al-athrâf disusun berdasarkan 

musnad-musnad para shahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf 

kamus.92  

2) Takhrîj  dengan mengetahui permulaan lafadz hadis 

Metode ini merupakan metode penelusuran terhadap hadis nabi dengan 

berdasarkan pada lafadz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf 

hijâiyyah.93 Kitab koleksi hadis yang dibutuhkan dalam metode ini adalah: 

a) Kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak, 

misalnya : Al-Durâr al-Muntatsirah fî-Ahâdîts al-Musytaharah karya As-

Suyuthi.  

                                                             
90Abdul Majid Khon, Op. Cit., 118 
91Zeid B. Smeer, Op. Cit., 177 
92www.google.com diposting oleh Oleh : Rudi Arlan Al-Farisi pada hari Selasa, 17 November 2009 

01:51 
93M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 196 
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b) Kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya: 

Al-Jami’al-Shaghîr min al-Ahâdîts al-Basyîr Al-Nadzîr karya As-Suyuthi. 

c) Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab 

tertentu, misalnya : Miftâh Al-Shahihain karya At-Tauqadi; Miftâh Al-Tartîb 

li Ahâdîts al-Târikh Al-Khâthib karya Sayyid Ahmad Al-Ghumari; Al-

Bughiyyah  fî Tartîb Ahâdîts Shahîh Muslim karya Muhammad Fuad Abdul-

Baqi; Miftâh Muwaththa’ Malik karya Muhammad Fuad Abdul-Baqi.  

3) Takhrîj  dengan cara menggunakan lafadz-lafadz yang terdapat dalam hadis 

Metode ini dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap hadis nabi 

melalui kata atau lafal matan hadis baik dari permulaan, pertengahan  maupun 

kata terakhir. Kitab yang dibutuhkan dalam metode ini adalah kitab kamus hadis 

yaitu Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî yang memuat 

sembilan kitab (kutub al-tis’ah). Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, yaitu 

Dr. A.J Wensinck (w. 1939 M) yang juga tercatat sebagai guru bahasa Arab di 

Universitas Leiden Belanda dan ditahqîq oleh Muhammad Fuad Abdul-Baqi.94 

4)  Takhrîj  dengan cara mengetahui tema pembahasan hadis 

Jika telah diketahui tema dan objek pembahasan hadis, maka bisa dibantu 

dalam takhrîjnya dengan karya-karya hadis yang disusun berdasarkan bab-bab 

dan judul-judul. Metode ini dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap kitab 

Miftâh Kunûz Al-Sunnah yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan 

judul-judul pembahasan. Kitab ini juga merupakan karya A. J. Wensinck yang di 

dalamnya mencakup daftar isi 14 kitab hadis.95  

                                                             
94Abdul Majid Khon, Op. Cit., 119 
95M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Op. Cit., 200. Empat belas kitab hadis yang dimaksud 
meliputi  Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami’ At-Tirmidzî, Sunan An-Nasa’i, 
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5) Takhrîj  dengan cara melalui pengamatan terhadap ciri-ciri tertentu pada 

matan atau sanad 

Dalam metode ini, seorang peneliti terlebih dahulu harus mengetahui tentang 

sifat atau ciri yang terdapat pada hadis yang akan diteliti, apakah hadis tersebut 

berstatus maudlû’, sahih, hadis qudsi ataupun yang selainnya. Jika ciri yang 

terdapat pada hadis yang sedang diteliti telah diketahui maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab yang sesuai dengan sifat yang 

ada pada hadis yang dimaksudkan. Misalnya kitab al-Ithâf al-Saniyah fî al-

ahâdîts al-qudsiyah (kumpulan hadis-hadis qudsi) yang disusun oleh Majlis al-

A’lâ bidang al-Quran dan Hadis ataupun kitab Tanzîh al-Syarîah al-Marfû’ah ‘an 

al-Akhbâr al-Syaniah al-Maudlû’ah (kumpulan hadis-hadis maudlu’) karangan 

Ibnu ‘Iraq.96  

 

2. I‘tibâr al-hadîts 

Setelah dilakukan kegiatan takhrîj  hadis sebagai langkah awal penelitian, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan dan penghimpunan 

seluruh sanad yang terkait dengan hadis yang sedang diteliti. Langkah inilah yang 

secara sederhana dalam penelitian hadis diistilahkan dengan al-i‘tibâr.  

Secara etimologi, i‘tibâr merupakan bentuk mashdar dari fi’il madli i’tabara-

ya’tabiru yang artinya adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan tujuan 

                                                                                                                                                                             
Sunan Ibnu Mâjah, Muwaththa’ Malik, Musnad Ahmad, Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi, Sunan 
Al-Dârimî, Musnad Zaid bin ‘Ali, Sirah Ibnu Hisyam, Maghazi Al-Waqidi dan Thabaqat Ibnu Sa’ad.  
96Lihat, Zeid B. Smeer, Op. Cit., 179; selain metode takhrîj  manual seperti disebutkan di atas, para 

peminat dalam bidang kajian hadis juga telah memperkenalkan pemanfaatan program CD Mausu’at 

seperti Mausu‘a al-Hadîts ataupun Al-Marja‘u al-Akbar  yang dipandang akan sangat membantu 

dalam penelusuran terhadap hadis-hadis nabi. Periksa dalam, M. Mansyur, dkk., Op. Cit., 151 
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untuk mengetahui hal lain yang sejenis.97 Sedangkan secara terminologi, al-i‘tibâr 

adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang pada 

bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja namun dengan 

menyertakan sanad-sanad yang lain akan dapat diketahui ada atau tidaknya 

periwayat lain untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksudkan.98 

Dalam tataran aplikatif, kegiatan i‘tibâr memerlukan pembuatan skema untuk 

seluruh sanad bagi hadis yang akan diteliti. Dalam pembuatan skema, ada tiga hal 

penting yang perlu mendapatkaîn perhatian, yaitu, pertama, mengenai jalur 

seluruh sanad; kedua, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad; ketiga, metode 

periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.99 

Adapun nama-nama periwayat yang ditulis dalam skema sanad meliputi 

seluruh nama, mulai dari periwayat pertama, yakni sahabat Nabi Saw yang 

mengemukakan hadis, sampai mukharrij-nya. Sementara mengenai lambang 

periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi juga penting disertakan 

dalam skema, mengingat dari delapan lambang periwayatan yang dikenal dalam 

ilmu hadis mempunyai tingkat akurasi yang berbeda, sehingga juga berimplikasi 

pada kualitas hadis yang diriwayatkannya.100 

 

E. Pendekatan dalam Kritik dan Fiqh al-Hadîts 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis atau kesejarahan merupakan tahapan penting dalam 

rangka untuk menilai otentisitas sumber dokumen, termasuk di dalamnya 

                                                             
97Mahmud Thahhan, Op. Cit., 141 
98Erfan Soebahar, Op. Cit., 224; M. Syuhudi Ismail, Op. Cit., 51 
99Ibid., 52 
100Ibid., 53 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



47 
 

adalah teks-teks hadis mengingat hadis merupakan fakta sejarah yang berkaitan 

dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat dan 

pengakuan nabi. Dari sinilah kemudian dikatakan bahwa studi matan hadis 

(ilmu hadis riwayah) tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan ilmu 

hadis dirayah, yakni analisis kesejarahan terhadap perkataan dan perbuatan 

rasul, bahkan terhadap sifat-sifat dan keadaan para transmitter yang terlibat di 

dalam periwayatan.101 

Asumsi yang mendasari perlunya kritik historis yang diarahkan pada unsur 

eksternal hadis (sanad) dan unsur internal hadis (matan) adalah tidak mungkin 

tercapai suatu pemahaman yang benar bila tidak ada kepastian bahwa apa yang 

dipahaminya tersebut secara historis adalah otentik. Sebab, pemahaman 

terhadap sebuah teks yang tidak terjamin akan otentisitasnya akan 

menjerumuskan pada kesalahan sekalipun pemahamannya benar.102 

Terhadap unsur eksternal hadis, kritik historis diarahkan untuk 

menentukan keotentikan dokumen yang meliputi: 1. Apakah secara material, 

fisik dokumen tersebut asli atau palsu; 2. Siapakah yang menjadi sumber dalam 

periwayatan tersebut.103 Dari sinilah maka signifikansi pendekatan historis 

terhadap sanad hadis sebagaimana dikatakan Jalaluddin Rahmat adalah untuk 

mengetahui kredibilitas persambungan sanad dengan mengkaji latar belakang 

sejarah dari masing-masing periwayat, latar belakang dari suatu periwayatan 

                                                             
101Abdul Majid Khon, Op. Cit., 76 
102Musahadi Ham, Evolusi Konsep Sunnah (Aneka Ilmu: Semarang, 2000), 155 
103M. Mansyur, dkk., Op. Cit., 141 
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dan penerimaan suatu hadis serta situasi masyarakat pada periwayatan atau 

penerimaan hadis dari masing-masing periwayat.104 

Sementara fokus kritik historis dalam menguji otentisitas unsur internal 

hadis (matan) diarahkan untuk menentukan keabsahan matan hadis melalui dua 

kriteria, yaitu apakah matan hadis tersebut secara historis dapat dibuktikan 

sebagai hadis nabi karena memang bersumber dari nabi serta apakah tidak ada 

bukti historis yang menolak bahwa hadis tersebut berasal dari nabi.105 

 

2. Pendekatan Tekstual 

Jika dalam studi al-Quran disebutkan bahwa pendekatan tekstual merupakan 

pendekatan yang menjadikan lafal-lafal al-Quran sebagai objek,106 maka dalam 

studi hadis pun teori ini juga dapat dipergunakan selama menyangkut pendekatan 

teks. Dengan kata lain, jika dalam studi al-Quran, lafal-lafal al-quran yang 

dijadikan sebagai objek telaah maka dalam studi hadis, objek telaah dalam 

pendekatan tekstualnya adalah matan hadis itu sendiri. 

Titik tekan dalam pendekatan ini adalah matan dari sebuah hadis yang 

mencakup prosedur-prosedur gramatikal bahasa arab. Bahkan tidak hanya melalui 

telaah terhadap prosedur gramatikal an sich, namun dalam hal ini juga diperlukan 

kajian tematis-komprehensif, yakni dengan mempertimbangkan teks-teks hadis 

lain yang memeiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan 

dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain kajian 

                                                             
104Lihat, Jalaluddin Rahmat, “Pemahaman Hadis: Perspektif Historis”, dalam Yunahar Ilyas dan M. 
Mas’udi (ed), Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis (Yogyakarta: LPPI, 1996), 144 
105M. Mansyur, dkk., Loc. Cit  
106MF. Zenrif, Sintesis Paradigma Studi al-Quran (Malang: UIN Malang Press, 2008), 51; teks dalam 
hal ini diartikan sebagai tanda, sementara konteks adalah objek yang ditandai. Lihat, Komarudin 
Hidayat, Menafsirkan Kehendak Tuhan (Jakarta: Teraju, 2004), 14 
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ini, dalam analisis teks juga diperlukan konfirmasi makna yang diperoleh melalui 

petunjuk-petunjuk al-Quran.107 

Pendapat serupa diungkapkan oleh Nurun Najwah, menurutnya, matan hadis 

nabi adalah berbahasa arab, sementara bahasa merupakan simbol dan sarana 

penyampaian makna atau gagasan tertentu, sehingga kajian terhadap matan hadis 

diarahkan pada aspek semantiknya yang mencakup makna leksikal (makna yang 

diperoleh dari kumpulan kosa kata) maupun makna gramatikal (makna yang 

ditimbulkan akibat penempatan ataupun perubahan dalam kalimat).108 

Secara praktis, makna leksikal dan gramatikal diperoleh melalui kajian 

terhadap perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis, pemaknaan secara 

leksikal (harfiah) terhadap lafadz yang dianggap penting serta melakukan 

penelusuran terhadap makna tekstual dari sebuah hadis dengan merujuk pada 

kitab-kitab yang memuat tentang syarah hadis.109 

 

3. Pendekatan Kontekstual110  

Berbeda dengan pendekatan tekstual yang menelususri pemaknaan terhadap 

hadis nabi melalui kajian terhadap makna gramatikal dan leksikal sebuah matan, 

pendekatan kontekstual –seperti dikenal dalam studi al-Quran111 –berusaha untuk 

memperoleh pemahaman terhadap matan hadis melalui pengkajian terhadap 

konteks yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. 

                                                             
107Musahadi Ham, Op. Cit., 158 
108M. Mansyur, dkk., Op. Cit., 144 
109Ibid. 
110Pendekatan tekstual dan kontekstual dalam penelitian ini –meminjam istilah Hermeneutika yang 
dikembangkan Musahadi Ham –merupakan kritik eidetik yaitu kritik pemahaman yang didalamnya 
mencakup analisis isi, analisis realitas historis dan analisis generalisasi. Untuk lebih jelasnya dapat 
dibaca dalam,  Musahadi Ham, Op. Cit., 157 
111Periksa kembali dalam, MF. Zenrif, Op. Cit., 53 
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Dalam tradisi pemikiran Islam, pendekatan ini telah melahirkan tipologi 

tersendiri yakni aliran kontekstualis yang dipahami sebagai aliran yang 

mempercayai hadis sebagai sumber ajaran kedua dalam Islam tetapi dengan kritis-

konstruktif melihat asal-usul hadis tersebut. Ini berbeda dengan aliran tekstualis 

yang mengesampingkan proses historisitas sebuah hadis.112 

Dalam pendekatan ini, makna suatu pernyataan dipahami dengan cara 

melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis yang dalam 

perbincangan ilmu hadis diistilahkan sebagai Asbâb al-wurûd yakni konteks 

historisitas baik berupa peristiwa-peristiwa ataupun pertanyaan yang terjadi pada 

saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw.113  

Akan tetapi, mengingat tidak semua hadis memiliki Asbâb al-wurûd khusus 

(Asbâb al-wurûd mikro) seperti sebab yang berupa ayat al-Quran, hadis maupun 

sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para sahabat, maka diperlukan 

kajian terhadap situasi sosio-historis yang lebih bersifat umum sebagai Asbâb al-

wurûd makro.114  

 

F. Tinjauan Hukum terhadap Status Wali dalam Pernikahan 

1. Pandangan Ulama tentang Kedudukan Wali Nikah 

Wali dalam pernikahan menempati posisi yang begitu sentral sehingga 

sangat menentukan terhadap sahnya pernikahan. Ini tentu saja tidak terlepas 

dari ketentuan syariat Islam bahwa sahnya suatu pernikahan harus memenuhi 

                                                             
112Lihat, M. Amin Abdullah, “Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim”, dalam Yunahar Ilyas dan 
M. Mas’udi (ed), Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis (Yogyakarta: LPPI, 1996), 208 
113Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, Studi Kritis Hadis Nabi: Pendekatan Sosio-
Historis-Kontekstual (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 9 
114Lihat, ibid, hal. 21; M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: PT. 
Bulan Bintang, 1994), 49 
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lima rukun, yakni, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya seorang 

wali, saksi serta ijab-Qabul.115 Wali yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam prosesi akad 

nikah sehingga akad tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak 

laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak 

perempuan yang dilakukan oleh walinya.116 Ketentuan ini merupakan 

kesepakatan jumhur ulama yang berlaku bagi setiap perempuan yang dewasa, 

ataupun masih kecil begitu juga perawan ataupun janda.117 

Keberadaan wali sebagai rukun yang dinilai oleh para ulama sebagai 

keharusan yang bersifat mutlak adanya mendapatkan legitimasi dari sumber 

hukum dalam Islam yakni al-Quran dan as-sunnah. Dalam salah satu ayat al-

Quran, Allah berfirman: 

#såÎ)ur ãLäêø)¯=sÛ uä!$|¡ÏiY9$# 
z`øón=t6sù £`ßgn=y_r& üxsù 

£`èdqè=àÒ÷ès? br& z`ósÅ3ZtÉ 
£`ßgy_ºurøór& #såÎ) (#öq|Êºtçs? 

NæhuZ÷èt/ Å$rãç÷èpRùQ$$Î/    
 

Artinya:  “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf”. (Q.S al-Baqarah: 232). 
 

Begitu juga firman Allah dalam surat al-Baqarah yang berbunyi: 

 üwur (#qßsÅ3Zè? tûüÏ.Îéô³ßJø9$# 
4Ó®Lym (#qãZÏB÷sãÉ  

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”.(al-Baqarah: 221) 

 

                                                             
115H. E. Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 
299 
116Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 90 
117Ibid. 
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Dua ayat di atas  sebagaimana dipahami oleh imam Syafi’i dan imam 

Hanbali adalah dalil tentang adanya wali bagi pihak perempuan dalam 

pernikahan. Menurutnya, seandainya mereka tidak mempunyai hak kewalian 

niscaya larangan ayat di atas tidak ada artinya. Ketentuan ini juga diperkuat 

oleh perbedaan dari sisi redaksi ketika Allah mengkhitab kaum pria, kaitan 

dengan hal ini Allah berfirman:118 

üwur (#qßsÅ3Zs? ÏM»x.Îéô³ßJø9$# 4Ó®Lym 
£`ÏB÷sãÉ 4 ×ptBV{ur îpoYÏB÷sïB ×éöçyz `ÏiB 

7px.Îéô³ïB öqs9ur öNä3÷Gt6yfôãr& 3  
Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 
wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu”. (QS. al-Baqarah: 221) 

 
Selain ayat di atas, hadis nabi juga menjustifikasi tentang keabsahan 

pernikahan yang mutlak dibutuhkan adanya seorang wali bagi pihak 

perempuan, sebagaimana hadis nabi Muhammad saw yang berasal dari Aisyah. 

 ِ ْرِ إِذْنِ«  قَالَ -صلى االله عل وسلم-عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ َا بَاطِلٌ أَُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَ َا فَنِكَاحُ  وَلِِّ
َا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ  ْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِ َا الْمَ َا فَلَ َا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِ َا بَاطِلٌ فَنِكَاحُ فَنِكَاحُ

 ُ  مَنْ لاَ وَلِىَّ لَ
Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu ‘anhu, rasulullah bersabda 
siapapun   perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikhnya batal 
(diulangi tiga kali). Jika telah terjadi hubungan seksual maka perempuan itu 
berhak mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. 
Jika para wali enggan untuk menikahkan, maka hakimlah yang bertindak 
menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. (HR. Tirmidzî).119  

 
Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda: 

 ِ  »لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ  « -صلى االله عل وسلم-عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Musa radiyallahu anhu Rasulullah bersabda 
tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang  wali”. (HR. Tirmidzî).120  

 
Pendapat yang berbeda mengenai kedudukan wali dalam pernikahan 

dilontarkan oleh imam Abu Hanifah dan muridnya, Abu Yusuf, menurut kedua 

                                                             
118Quraish Shihab, Wawasan al-Quran (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), 202 
119Imam Tirmidzî, Sunan Tirmidzî , Al-Maktabah al-Syâmilah (http://www. Shâmela.ws). 
120Ibid. 
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ulama ini, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat memiliki hak untuk 

melaksanakan akad nikah sekalipun tanpa wali baik gadis maupun janda, 

dengan laki-laki yang sekufu’ ataupun tidak, sekalipun wali mempunyai hak 

untuk menghalangi pernikahannya jika ternyata perempuan tersebut menikah 

dengan laki-laki yang tidak sekufu’ ataupun dengan mahar yang tidak mencapai 

batas minimal. Jika perempuan tersebut tetap melangsungkan pernikahnnya 

dengan laki-laki yang tidak sekufu’’ maka dengan sendirinya pernikahannya 

dianggap batal tetapi jika pernikahannya dengan laki-laki sekufu’ namun 

dengan mahar yang tidak mencapai batas minimal maka wali berhak menuntut 

tambahan mahar, jika tidak terpenuhi maka boleh mengajukan pembatalan 

nikah kepada pengadilan.121  

Untuk menguatkan pendapatnya, Abu Hanifah dan Abu Yusuf 

mendasarkan pada firman Allah yang berbunyi: 

bÎ*sù $ygs)¯=sÛ üxsù ë@ÏtrB ¼ã&s! .`ÏB 
ßâ÷èt/ 4Ó®Lym yxÅ3Ys? %¹`÷ryó nuéöçxî 

Artinya:  “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 
yang lain”. (QS. Al-Baqarah: 230) 

 
Begitu juga dengan firman Allah yang berbunyi: 

#såÎ)ur ãLäêø)¯=sÛ uä!$|¡ÏiY9$# 
z`øón=t6sù £`ßgn=y_r& üxsù 

£`èdqè=àÒ÷ès? br& z`ósÅ3ZtÉ 
£`ßgy_ºurøór& #såÎ) (#öq|Êºtçs? 

NæhuZ÷èt/ Å$rãç÷èpRùQ$$Î/  
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis masa iddahnya, 
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf (QS. Al-Baqarah: 232). 

 

                                                             
121Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Mufassir (Yogyakarta: 
Labda Press, 2006), 121; penjelasana yang sama juga dapat dibaca dalam, Wahbah Zuhayliy, Al-Fiqh 
al-Islâmî  Wa Adillatuhu, jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 6698 
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Selain dua ayat di atas, Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan 

pandangannya pada firman Allah: 

#såÎ*sù z`øón=t/ £`ßgn=y_r& üxsù yy$oYã_ 
ö/ä3øän=tæ $yJäÏù z`ù=yèsù þíÎû 

£`ÎgÅ¡àÿRr& Å$râê÷êyJø9$$Î/  
Artinya: “Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, Maka tiada dosa 
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang sepatutnya”. (QS. Al-Baqarah: 234) 

 
Berdasarkan pada tiga ayat di atas, Abu Hanifah dan Abu Yusuf 

berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk melakukan pernikahan 

secara langsung (tanpa wali) karena menurutnya ketiga ayat di atas 

menisbatkan akad kepada seorang perempuan.122 

2. Macam-macam Wali serta Syarat yang Harus Dipenuhi 

Dalam pengklasifikasiannya terhadap macam-macam wali dalam 

pernikahan, para ulama membaginya ke dalam dua macam, yakni wali akrab 

dan wali ab’ad. Adapun yang dimaksud sebagai wali akrab adalah ayah dan 

jika tidak ada ayah maka hak kewaliannya pindah kepada kakek. Kedudukan 

wali dalam hal ini disebut juga sebagai wali mujbir yang secara definitif 

disebutkan sebagai wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang 

masih muda tanpa terlebih dahulu memintai pendapatnya dengan asumsi anak 

yang masih muda dianggap tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan 

persetujuan.123 

Hanya saja, para ulama masih berbeda pendapat mengenai orang yang 

berhak menduduki posisi wali mujbir dalam artian ia berhak untuk menikahkan 

anak perempuan secara paksa. Ulama-ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

                                                             
122Ibid., 6.573-6.574 
123Amir Syarifuddin, Op. Cit., 92 
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memandang bahwa orang yang berhak disebut sebagai wali mujbir adalah ayah 

dan kakek, sementara ulama-ulama Malikiyah hanya menempatkan ayah 

sebagai wali mujbir. Sejalan dengan dua pandangan di atas, ulama Malikiyah 

dan Hanabilah juga bersepakat untuk berpendapat bahwa orang yang diberikan 

wasiat oleh seorang ayah untuk menikahkan anaknya dapat ditempatkan pada 

posisi wali mujbir bahkan menurut Ulama Hanabilah seorang Hakim dapat 

diposisikan sebagi wali mujbir jika memang dibutuhkan.124  

Pembagian yang kedua adalah wali ab’ad atau wali ghairu mujbir. Wali 

ghairu mujbir dalam pandangan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah 

tidak mempunyai hak untuk memaksa namun harus berdasarkan persetujuan 

yang shârih jika perempuan yang menjadi hak perwaliannya adalah janda atau 

dengan diamnya jika ia perawan. Begitu juga wali ghairu mujbir tidak boleh 

menikahkan anak perempuan yang masih kecil yang belum berumur sembilan 

tahun.125 

Secara berurutan, susunan wali ab’ad atau wali ghairu mujbir adalah 

sebagai berikut: 

a) Saudara laki-laki kandung 

b) Saudara laki-laki seayah 

c) Anak saudara laki-laki kandung 

d) Anak saudara laki-laki seayah 

e) Paman kandung 

f) Paman seayah 

                                                             
124Abdurrahman al-Jazairy, Kitâb Al-Fiqh ‘alâ Al-Madzâhib Al-Arba’ah, juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub 
Ilmiyah, 2003), 51 
125Ibid. 
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g) Anak paman kandung 

h) Anak paman seayah 

i) Ahli waris kerabat lainnya jika ada 

j) Sultan atau wali hakim.126 

Selanjutnya para ulama memberikan ketentuan sebagai syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang wali. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai 

berhikut: 

a) Telah dewasa dan berakal sehat. Persyaratan ini telah mengesampingkan 

anak kecil dan orang gila sehingga keduanya tidak berhak untuk menjadi 

wali dalam pernikahan 

b) Seorang wali haruslah orang laki-laki. 

c) Wali haruslah orang muslim sehingga non muslim tidak boleh menjadi 

wali bagi pernikahan orang Islam 

d) Orang merdeka 

e) Tidak berada dalam pengampuan (mahjur ‘alaih) 

f) Bukan orang yang sedang terganggu pikirannya disebabkan ketuaannya 

sehingga dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam 

perkawinan tersebut 

g) Adil, dalam artian tidak terlibat dalam perbuatan dosa besar dan tidak 

selalu mengulangi dosa kecil serta tetap memelihara murû’ah dan 

kesopanannya 

h) Bukan orang yang sedang melakukan ihram baik untuk haji maupun 

umrah.127 

                                                             
126Amir Syarifuddin, Loc. Cit. 
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Dari persyaratan di atas, menurut keterangan Wahbah al-Zuhayli dalam 

karya monumentalnya, Al-Fiqh al-Islâmî  Wa Adillatuhu, persyaratan wali 

haruslah seorang laki-laki merupakan persyaratan yang masih diperselisihkan 

di kalangan para ulama. Golongan Hanafiah berpendapat bahwa laki-laki tidak 

menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam perwalian sehingga memberikan 

peluang bagi perempuan yang telah dewasa untuk menjadi wali nikah. Berbeda 

dengan pendapat jumhur yang tetap menempatkan laki-laki sebagai syarat 

dalam perwalian.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
127Ibid., 93-94;kaitannya dengan persyaratan wali, KHI sebagai fiqh Indonesia tepatnya dalam pasal 
20 ayat 1 hanya menyebutkan tiga syarat, yakni, wali haruslah orang laki-laki yang beragama Islam 
dan telah mencapai usia akil baligh. Lihat dalam, Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum 
Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (jakarta: Gema Insani Press, 1994), 83   
128

Wahbah al-Zuhayli, Op. Cit., 6.701 
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BAB III  

ANALISIS VALIDITAS HADITS 

 

A. Takhrîj   dan I‘tibâr al-hadîts 

              Dari  lima metode takhrîj  yang telah diperkenalkan oleh para ulama seperti 

diuraikan pada bab terdahulu, dalam penelitian ini dipergunakan metode takhrîj  

bentuk ketiga yaitu takhrîj  dengan cara menggunakan lafadz-lafadz yang 

terdapat dalam matan hadis. Pemilihan metode ini dianggap relatif lebih mudah 

untuk menelusuri hadis yang sedang diteliti dengan cara memilih salah satu 

lafadz yang terdapat dalam rangkaian matan hadis sebagai kata kunci. 

Berdasarkan metode di atas, maka dengan melakukan penelusuran terhadap 

kamus hadis yang dalam hal ini adalah kitab Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâdh 

al-hadîts Al-Nabawî dengan menggunakan kata kunci yang berbeda ditemukan 

adanya redaksi yang beragam pula. Dengan menggunakan kata kunci na-ka-ha 

ditemukan redaksi hadis yang berbunyi َنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ لا  masing-masing terulang 

dalam kitab: 
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1. Shahih Bukhari, bab nikah (36) 

2. Sunan Abû Dâud, bab nikah (19) 

3. Sunan Tirmidzî , bab nikah (14) dan (18) 

4. Sunan Ibnu Mâjah, bab nikah (15) 

5. Sunan al-Dârimî, bab nikah (11) 

6. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ke-1, 250, 4, 394, 413, 418, 6 dan 

260. 129 

Sedangkan dengan menggunakan kata kunci ba-tha-la, hadis tentang wali 

dalam pernikahan terungkap dengan redaksi َِا بَاطِلٌأَُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ ب َا فَنِكَاحُ ْرِ إِذْنِ وَلِِّ غَ  

yang terulang dalam kitab: 

1. Sunan Tirmidzî , bab nikah (15) 

2. Sunan Abû Dâud, bab nikah (16) dan (19) 

3. Sunan Ibnu Mâjah, bab nikah (15) 

4. Sunan al-Dârimî, bab nikah (11) 

5. Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis ke-6, 47, 66 dan 166.130  

Namun seperti diketahui, dalam penelitian ini hadis yang dijadikan sebagai 

objek telaah adalah hadis tentang perwalian dengan redaksi  َنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ لا  yang 

secara lengkap berdasarkan penelusuran terhadap kitab Al-Mu’jam Al-Mufahras 

li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî, matan masing-masing hadis yang dimaksudkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Shahih Bukhari, kitab nikah (36) 

                                                             
129A. J. Wensinck, Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfaadzil-Hadits An-Nabawi, juz 6 (Leiden: Maktabah 
Barl, 1967), 556; penelusuran terhadap hadis di atas juga diperoleh melalui penggunaan Program CD 
Mausu’a al-hadîts An-Nabawi. 
130 Ibid., Juz 1, 190 
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ِ تَعَالَى . ىٍّ باب مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِ ِ الثَِّّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ ) فَلاَ تَعْضُلُوªُنَّ ( لِقَوْلِ اللَّ وَلاَ ( وَقَالَ . فَدَخَلَ فِ

نَ حَتَّى ُؤْمِنُوا   .131)وَأَنْكِحُوا الأََامَى مِنْكُمْ ( وَقَالَ ) تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِ

2. Sunan Abû Dâud, bab nikah (19) 

لَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ  ْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ ُونُسَ وَإِسْرَائِ بْنِ أَعَْنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَ

 132.لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ«  قَالَ -صلى االله عل وسلم-مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ 

3. Sunan Tirmidzî , bab nikah (14) dan (18) 

ك بن عبد االله عن بة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ححدثنا علي بن حجر أخبرنا شر   أبي إسحق ح وحدثنا قت

اد  ل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد االله بن أبي ز دي عن إسرائ وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن م

ونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال  د بن حباب عن  قال رسول االله : حدثنا ز

  133.عل و سلم لا نكاح إلا بوليصلى االله 

4. Sunan Ibnu Mâjah, bab nikah (15) 

ب(1)   عن النبي صلى عَنْ عَائِشَة حدثنا عبد االله بن المبارك عن حجاج عن الزªري عن عروة حدثنا أبو كر

 )لا نكاح إلا بولي(  قال رسول االله صلى االله عل و سلم - : قالا. االله عل و سلم عن عكرمة وعن ابن عباس 

                                                             
131Terdapat perbedaan antara bab yang tertulis di dalam kitab Al-Mu’jamul Mufahras dengan hasil 
penelitian penulis terhadap kitab Shahih Bukhari. Dalam Al-Mu’jamul Mufahras, redaksi hadis 
tentang ٍّلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِى terdapat pada bab yang ke-36 sementara hasil penelitian penulis terhadap kitab 
Shahih Bukhari, hadis tersebut terdapat pada bab ke-37. Selain itu, hadis  ٍّلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِى di dalam 
Shahih al-Bukhari hanya tertulis sebagai judul dalam pembahasan tentang wali yang dikuatkan oleh 
dalil yang dipakai sebagai justifikasi wajibnya wali dalam pernikahan. Periksa, Abu Abdillah 
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz 3 (Libanon: Dar al-Fikr, 2006), 262  
132Hadis tersebut terulang satu kali dalam urutan hadis yang ke-2085 pada bab nikah (19). periksa 
dalam,  Sulaiman bin Ats’ats al-Sijistani  Abû Dâud, Sunan  Abû Dâud, juz 2 (Libanon: Dar al-Fikr, 
2003), 193  
133Dalam riwayat Tirmidzî, hadis di atas terulang satu kali pada urutan hadis ke-1101. periksa dalam, 
Abu Isa Tirmidzî, Sunan Tirmidzî , ditahqiq oleh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (Riyadh: Darus 
Salam, 1999), 264; Sementara pada hadis berikutnya yaitu pada urutan hadis ke-1102, hadis  َّلاَ نِكَاحَ إِلا
 :hanya dijadikan sebagai penjelasan terhadap hadis yang berbunyi بِوَلِىٍّ

ا الم ا فل ا باطل فإن دخل ب ا باطل فنكاح ا باطل فنكاح ا فنكاح ر إذن ول ما امرأة نكحت بغ ا فإن اشتجروا أ ر بما استحل من فرج
 .periksa, ibid .فالسلطان ولي من لا ولي ل 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



61 
 

مداني عن أبي بردة عن . حدثنا أبو عوانة . حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب (2)  حدثنا أبو إسحاق ال

 134.)لا نكاح إلا بولي (  قال رسول االله صلى االله عل و سلم -: أبي موسى قال  

5. Sunan al-Dârimî, bab nikah (11) 

ل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أب قال قال رسول االله صلى االله أخبرنا مالك ب(1)  ل ثنا إسرائ ن إسماع

 لا نكاح الا بولي: عل و سلم 

ك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى االله عل و سلم (2)  حدثنا علي بن حجر انا شر

  135 لا نكاح الا بولي: قال 

6. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, nomor hadis 1, 250, 4, 394, 413, 418, 6, 

260  

مان الرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي حدثنا (1)  عبد االله حدَّثني أبي ثنا معمر بن سل

 لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي ل: صلى االله عل وسلّم قال

ل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أب قال(2)  ع و عبدالرحمن عن إسرائ : حدّثنا عبداالله حدَّثني أبي حدثنا وك

 لا نكاح إلاّ بولي: قال رسول االله صلى االله عل وسلّم

د بن (3)  ز ونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أب و  حدّثنا عبداالله حدَّثني أبي حدثنا أسباط بن محمد عن 

ل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أب قال: ªارون قال  لا:قال رسول االله صلى االله عل وسلّم: أنبانا إسرائ

 نكاح إلاّ بوليّ

ونس عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبيّ : حدّثنا عبداالله حدَّثني أبي حدثنا عبدالواحد الحداد قال(4)  حدثنا 

 لا نكاح إلاّ بولي: صلى االله عل وسلّم قال

ان أبو خالد ، حدثنا حجاج ، عن الزªري ، عن(5)  مان بن ح  عروة عن حدثنا عبد االله ، حدثني أبي، حدثنا سل

 136ُ لا نِكاحَ إلاّ بِوَلِيَ وَالسلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَ: قال رسول االله صلى االله عل وسلّم: عائشة قالت

                                                             
134Hadis di atas terulang dua kali masing-masing pada urutan ke-1880 dan 1881 dalam bab nikah (15). 
Periksa dalam, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Mâjah, juz 1 (Libanon: Dar al-Fikr, 
2004), 590 
135Terulang dua kali dalam bab nikah (11) masing-masing pada urutan ke-218 3 dan 2184. Lihat, 
Abdullah bin Bahram al-Dârimî, Sunan al-Dârimî, juz 2 (Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1996), 137 
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Dari keenam jalur periwayatan di atas, dengan pertimbangan agar penelitian 

ini lebih terfokus pada tema yang diangkat sebagai topik penelitian, maka 

redaksi hadis yang akan dikaji baik dari sisi kesahihan sanad, matan maupun 

implikasi hukumnya adalah riwayat yang berasal dari Abu Musa yang 

selanjutnya ditakhrîj  oleh imam Abû Dâud dalam kitab sunannya, sekalipun 

untuk kepentingan i‘tibâr al-hadîts, semua riwayat dari redaksi hadis di atas 

harus disertakan dalam satu bagan sebagaimana tampak pada gambar di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
136Melalui penelusuran terhadap program Al-Marja‘u al-Akbar  li al-Turâts al-Islâmî, hadis riwayat 
Ibnu Hanbal di atas hanya ditemukan sebanyakk lima hadis masing-masing pada urutan hadis ke 
2268, 19150, 19337, 19373 dan 25836. Periksa dalam Al-Marja‘u al-Akbar  dengan kata kunci َلا نِكاح 
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Keterangan: garis transmiter yang tampak putus menunjukkan bahwa jalur yang 

dilewati adalah transmiter yang berbeda. Sementara jalur transmiter 

dengan warna merah adalah transmiter yang diteliti.  

Dengan memperhatikan bagan transmiter di atas, maka terlihat bahwa 

periwayat yang berstatus sebagai syâhid137 dalam hal ini adalah Qais bin Sulaim, 

Abu Musa al-‘Asy’ari, Ibnu Abbas dan Aisyah. Sementara periwayat yang 

berstatus sebagai muttabi’ dalam transmisi periwayatan hadis لا نكاح إلا بولي 

terdapat pada sanad kedua, ketiga dan keempat. Pada sanad kedua yaitu 

Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Waki’ dan Malik bin Ismail –dari 

jalur Israil- serta Abdul Wahid al-Haddad, Asbad bin Muhammad dan Zaid bin 

Habbab –dari jalur Yunus– sebagai muttabi’ bagi Abu Ubaidah al-Haddad yang 

notabenenya adalah periwayat kedua bagi  Abû Dâud. Sementara pada sanad 

ketiga, Suraik dan Abu ‘Uwanah berkedudukan sebagai muttabi’ bagi Yunus dan 

Israil, sedangkan pada sanad keempat hanya terdapat seorang muttabi’ yaitu 

Yunus yang berkedudukan sebagai muttabi’ bagi Abu Ishaq. Jadi muttabi’ bagi 

sanad  Abû Dâud berasal dari sanad al-Dârimî, Ahmad bin Hanbal, Tirmidzî dan 

Ibnu Mâjah.   

 

 

 

 

 

                                                             
137Syâhid adalah periwayat yang berstatus sebagai pendukung dari golongan para sahabat nabi. 
Sedangkan muttabi’ adalah periwayat pendukung yang berasal dari non-sahabat. Lihat, M. Syuhudi 
Ismail, “Metodologi”, Op. Cit., 52 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



65 
 

B. Kajian Sanad 

Seperti dikatakan pada bahasan sebelumnya bahwa fokus penelitian dalam 

hal ini adalah riwayat imam  Abû Dâud dengan transmisi periwayatan seperti 

terlihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas, terlihat bahwa  Abû Dâud meriwayatkan hadis  لَا نِكَاحَ إِلَّا

 melalui tujuh transmiter yaitu: Muhammad bin Qudamah bin A’yan, Abu بِوَلِيٍّ

ل َ إِسْرَائِ

 أَبِى إِسْحَاقَ

 أَبِي مُوسَى

 أَبِي بُرْدَةَ

ْدَةَ الْحَدَّادُ  أَبُو عُبَ

 مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعَْنَ

 ُونُسَ

 أَبُو دَاوُدَ

 رسول االله صلى االله عل وسلّم

 حَدَّثَنَا

 ان

 حَدَّثَنَا

 عن

 عن

 عن

 عن
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Ubaidah al-Haddad, Yunus, Israil, Abu Ishaq, Abu Burdah dan yang terakhir 

adalah Abu Musa. Untuk melihat kebersambungan sanad antara periwayat 

pertama dengan mukharrijul hadis lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 
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Keterangan: Dalam bagan di atas, untuk murid dan guru hanya disebutkan 

masing-masing tiga orang hanyalah sebagai sampel tentang 

kebersambungan antara guru dan murid, khususnya pada nama-

nama yang dicetak tebal. 

Untuk melengkapi tabel di atas, dalam pembahasan ini perlu diuraikan 

biografi masing-masing para perawi beserta nama guru dan murid maupun 

penilaian para kritikus hadis terhadap kualitas pribadi dan kapasitas intelektual 

dari perawi yang besangkutan sebagaimana dalam uraian berikut ini: 

1. Abu Musa al-Asy’ari 

       Nama lengkap Abu Musa al-Asy’ari adalah Abdullah bin Qais bin 

Sulaim bin Hadhdhar bin Harb bin ‘Amir bin ‘Atr bin Bakr bin ‘Amir bin 

‘Adzr bin Wail bin Najiyah bin Jumahir bin al-Asy’ar.138 Ibu dari Abi Musa 

bernama Dhaibah binti Wahb dan telah memeluk Islam sebelum akhirnya ia 

meninggal di Madinah.139 Abu Musa adalah seorang sahabat yang pernah 

menjadi Khadam nabi Muhammad Saw dan dikenal sebagai sahabat yang 

paling merdu suaranya sehingga nabi memberikan pujian bahwa Abu Musa 

adalah salah satu dari sekian banyak seruling keluarga nabi Daud.140 

       Keistimewaan lain dari Abu Musa adalah cerita yang berasal dari Anas 

yang selanjutnya dituturkan oleh Khumaid bahwa Rasulullah pada suatu 

ketika pernah bersabda bahwa akan datang kepada kalian semua seorang yang 

sangat lembut hatinya untuk menerima ajaran Islam. Kemudian datanglah 

                                                             
138Yusuf al-Mazzi, Tahdzîb al-Kamâl fî Asma’ al-Rijâl, juz 15 (Libanon: Muassasah ar-Risalah, 

2002), 447 (buku ini selanjutnya disebut “Tahdzîb al-Kamâl”). 
139Ibid., 449 
140Ibid. 
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golongan al-asy’ari yang termasuk di dalamnya adalah Abu Musa al-Asy’ari. 

Ketika mendekati Madinah mereka mendendangkan syair “besok kami akan 

mendapati seorang pengagum dan benteng  Muhammad”  maka pada saat 

itulah mereka saling berslam-salaman sehingga peristiwa ini disebutkan 

sebagai peristiwa awal munculnya tradisi bersalam-salaman.141 Bahkan ketika 

turun surat al-maidah ayat 57 yang artinya adalah “Allah akan mendatangkan 

sekelompok kaum yang akan menyayangimu dan kamupun akan mencintai 

mereka” Rasulullah dengan serta merta memberikan statemen kepada Abu 

musa dengan sabdanya mereka adalah kaummu wahai Abu Musa.142 

Dalam mempelajari hadis nabi, Abu Musa berguru kepada sembilan 

orang guru yang diantaranya adalah Rasulullah Saw, Ubay bin Ka’ab dan 

Abdullah bin Mas’ud serta meriwayatkannya kepada  56 orang murid antara 

lain adalah Abu Burdah, Abu kinayah al-Kursy, Anas bin malik al-anshary, 

dll.143 Sementara mengenai tahun wafatnya terdapat banyak versi, misalnya 

menurut Ali bin ‘Amr al-Anshari yang berasal dari Haitsam bin ‘Adiy dan 

Abu Ubaid serta Abu Umar ad-Dharir bahwa Abu Musa meninggal pada 

Tahun 42 H sedangkan versi lain seperti dikatakan Abu Nu’aim bahwa ia 

meninggal pada tahun 44 H dan diperkuat oleh Ibnu Barrad tepatnya pada 

bulan Dzulhijjah pada umur sekitar enam puluh tahun lebih. Sedangkan 

                                                             
141Ibid., 450 
142Ibid. 
143Ibid., 448-449 
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menurut Abu Bakar ia meninggal pada usianya yang ke-63 tahun tepatnya di 

kota Makkah.144   

2. Abu Burdah bin Abi Musa al-Ays’ari  

Nama asli Abu Burdah adalah al-Harits dan menurut pendapat yang lain 

adalah Amir bin Abdullah bin Qais. Abu Burdah dikenal sebagai seorang 

tabi’in yang faqih yang berasal dari Kufah.145 Abu Burdah menerima hadis 

dari 23 orang guru yang termasuk salah satunya adalah ayahnya sendiri yaitu 

Abu Musa al-Asy’ari, Muhammad bin maslamah al-anshary Mughirah bin 

Su’bah dan yang lainnya serta meriwayatkannya kepada 82 orang murid yang 

salah satunya adalah Abu ishaq al-Sabi,iy.146 Sementara mengenai tahun 

wafatnya, menurut al-Waqidiy, Abu Burdah meninggal di Kufah pada tahun 

103 H sedangkan menurut yang lainnya seperti Khalifah bin Khayyad, Abu 

Ubaid al-Qasim bin Sallam, Abu Hatim ibnu Hibban dan yang selainnya 

mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 104 H.147 

Beberapa penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis mengenai 

aspek intelektualitas dan kualitas pribadi Abu Burdah adalah penilaian yang 

diberikan oleh Muhammad bin Sa’ad dalam kitab Thabaqatnya bahwa Abu 

Burdah adalah orang yang tsiqah dan banyak mengahafal hadis. Begitu pula 

menurut Ahmad bin Abdullah al-‘Ijliy, bahwa Abu Burdah adalah seorang 

tabi’in yang berasal dari kufah yang dikenal sebagai tabi’in yang faqih dan 

tsiqah. Berbeda dengan penilaian Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy, dalam 

                                                             
144Ibid., 452-453 
145Ibid., juz 33, 66 
146Lihat dalam, ibid., 66-68 
147Ibid., 70-71 
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satu kesempatan ia menilai Abu Burdah dengan predikat shaduq dan pada 

kesempatan yang lain ia menilainya sebagai orang yang tsiqah. Namun Ibnu 

Hibban memasukkan Abu Burdah ke dalam kitab kompilasinya, Al-Tsiqât.148  

3. Abu Ishaq al-Sabi’iy al-Kufiy 

Nama asli Abu Ishaq adalah ‘Amr bin Abdullah bin Ubaid dan menurut 

versi lain adalah ‘Amr bin Abdullah bin Ali dan ada juga yang berpendapat 

bahwa nama aslinya adalah ‘Amr bin Abdullah bin Abi Sya’irah.149 Ia 

mempelajari hadis dari 151 guru yang diantaranya adalah Abu Burdah bin 

Abu Musa al-Asy’ari, Bara’ bin ‘Azib serta Anas bin Malik dan 

meriwayatkannya kepada 86 orang murid yakni Yunus bin Abi Ishaq, Israil 

bin Yunus bin Abi Ishaq, Ismail bin Abi khalid dan yang lainnya.150 

Penilaian para kritikus hadis terhadap kualitas pribadi dan intelektualitas 

Abu Ishaq dapat disimak dari pernyataan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 

bahwa pada suatu ketika ia bertanya kepada ayahnya manakah yang lebih 

disenangi antara Abu Ishaq dan as-Sudday? Maka ayahnya menjawab bahwa 

Abu Ishaq adalah orang yang tsiqah akan tetapi kebanyakan mereka 

menerima hadis dari yang selainnya. Penilaian lain berasal dari Yahya bin 

Ma’in yang dinukil oleh Ishaq bin Mansyur bahwa Abu Ishaq adalah orang 

yang tsiqah begitu pula dengan penilaian an-Nasa’i. Sejalan dengan penilaian 

di atas, menurut al-‘Ijliy, Abu Ishaq adalah orang tsiqah dan telah menerima 

                                                             
148Ibid., 69 
149Ibid., juz 22, 103 
150 periksa, Ibid., 103-110  
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hadis dari 38 sahabat nabi bahkan menurut Ali bin al-Madiniy ia mempunyai 

guru antara tiga ratus sampai empat ratus guru.151      

Adapun mengenai tanggal wafatnya terdapat banyak versi yang 

dimajukan oleh para ulama, al-Khumaidy misalnya, berpendapat bahwa Abu 

Ishaq meninggal pada tahun 126 H, berbeda dengan penjelasan Ahmad bin 

Hanbal –yang diperkuat oleh al-Waqidiy, Haitsam bin ‘Adiy, Yahya bin 

Bukair, Muhammad bin Abdullah bin Numair– menurutnya Abu Ishaq 

meninggal dunia bertepatan dengan masuknya Dhahhak bin Qais ke Kufah 

tepatnya pada tahun 127 H. Menurut Abu Bakar bin Abi Syaibah beliau 

meninggal dunia pada usia 96 tahun.152 

4. Yunus bin Abi Ishaq      

Nama asli Yunus bin Abi Ishaq adalah ‘Amr bin Abdullah al-Hamdani 

al-Sabi’iy. Nama julukannya adalah Abu israil al-Kufy. Ia adalah ayah dari 

Israil bin Yunus dan ‘Isa bin Yunus.153 Yunus meninggal pada tahun 159 H. 

demikian menurut keterangan Muhammad bin Sa’ad, Khalifah ibnu Khayyad, 

Muhammad bin Abdullah al-Hadramiy dan masih banyak yang lainnya –

pendapat inilah yang dianggap sebagai pendapat yang paling kuat. Sedangkan 

versi lain menyebutkan ia meninggal pada tahun 157 H atau 158 H dan 

menurut Abu Hasan al-Madainiy, ia meninggal pada tahun 152.154 

                                                             
151Ibid., 110-111 
152Ibid., 112 
153Ibid,. juz 32, 488  
154Ibid., 493 
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Dalam mempelajari hadis ia memiliki 24 guru yang diantaranya adalah 

ayahnya sendiri yaitu Abu Ishaq al-Sabi,iy, Abu Burdah bin Abu Musa al-

Asy’ari, Hilal bin Khabbab dan yang lainnya serta meriwayatkan hadis 

kepada 44 orang murid yang salah satunya adalah Abu Ubaidah Abdul Wahid 

bin Washil al-Haddad, Abdullah bin al-Mubarak dan Simail bin ‘Ayyas.155 

Beberapa penilaian yang dikemukakan oleh para krtikus hadis mengenai 

kualitas pribadi dan intelektualitas Yunus dapat disimak dari pernyataan 

Amar bin Ali, menurutnya Abdurrahman bin Mahdi berkata bahwa Yunus 

berhak untuk diberikan predikat lam yakun bihî ba’sun. penilaian yang sama 

dikemukakan oleh Ishak bin Mansur, Ahmad bin Sa’ad bin Abi Maryam, 

Usman bin Sa’id al-Dârimî yang berasal dari Yahya bin Ma’in bahwa Yunus 

adalah orang yang tsiqah. Sedangkan menurut an-Nasa’i ia dapat diberikan 

predikat laisa bihî  ba’sun. Berbeda dengan penilaian di atas adalah penilaian 

yang dimajukan oleh Abu Hatim bahwa Yunus adalah orang yang jujur 

namun hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjjah.156  

5. Israil bin Yunus 

Beliau mempunyai nama lengkap Israil bin Yunus bin Abi Ishak al-

Hamdani al-Sabi,iy yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Yusuf al-Kufy. 

Ia merupakan saudara tertua Isa bin Yunus. Mengenai tanggal lahir dan 

wafatnya terdapat beberapa versi yang dikemukakan oleh para ulama. 

Menurut Harun bin Hatim yang dinukil dari Dubais bin Humaid, Israil 

                                                             
155Ibid., 489 
156Ibid., 492 
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dilahirkan pada tahun 100 H dan meninggal pada tahun 161 H, begitu pula 

menurut Muhammad bin Abdullah al-Hadramiy. Versi lain dikemukakan oleh 

Abu Nua’im dan Qa’nab bin al-Muharrar yang menurutnya beliau meninggal 

pada tahun 160 H sementara menurut Khalifah bin Khayyad dan Muhammad 

bin Sa’ad ia meninggal pada tahun 162 H.157 

Penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis terhadap kualitas 

pribadi dan intelektualitas Israil bin Yunus pun beragam,misalnya Ahmad bin 

Saad bin Abi Maryam dan Abu Bakar bin Abi Khaitsamah yang berasal dari 

Yahya mengatakan bahwa Yunus adalah orang yang tsiqah. Sementara 

menurut al-‘Ijli dan Abu Hatim, Yunus  adalah orang yang lebih dipercaya 

dibandingkan keturunan Abu Ishaq lainnya.158  

Penilaian lain juga dikemukakan oleh an-Nasa’i  yang memberikan 

predikat laisa bihî ba’sun. sedangkan menurut Ya’kub bin Syaibah, yunus 

berhak diberikan predikat shâlih al-hadîs mengingat dalam hadis yang 

dibawanya terdapat kelemahan namun pada kesempatan yang lain dia 

memberikan penilaian bahwa Yunus tergolong orang yang tsiqah dan 

terpercaya namun hadis yang diriwayatkannya tidak cukup kuat untuk 

dijadikan hujjah tetapi juga tidak dapat dianggap sebagai orang yang gugur 

(saqitun).159 

 

 

                                                             
157Ibid., juz 2, 524 
158Ibid., 521 
159Ibid. 
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6. Abu Ubaidah 

Abu Ubaidah mempunyai nama asli Abdul Wahid bin Washil as-Sadusi 

namun popular dengan sebutan Abu Ubaidah al-Haddad al-Bashri. Ia 

berdomisili di Baghdad160 dan meninggal pada tahun 190 H sesuai dengan 

penjelasan Abu Qilabah ar-Raqasyi menurutnya ia dilahirkan pada tahun 190 

H bertepatan dengan meninggalnya Abu Ubaidah al-Haddad.161 Abu Ubaidah 

menerima hadis dari empat puluh orang guru termasuk di dalamnya adalah 

Yunus bin Abi Ishaq, Hisyam bin Hassan dan Israil bin Yunus bin Abi Ishaq 

dan meriwayatkannya kepada tujuh belas orang murid antara lain adalah 

Muhammad bin Qudamah bin A’yan al-Mishshishi dan yang lainnya.162    

Menurut Abu Bakar al-Atsram dan Abu Abdillah, Abu Ubaidah adalah 

orang yang mempunyai banyak guru dalam bidang hadis. Sehingga pada 

suatu ketika Abu Abdillah ditanyakan oleh seseorang mengenai kualitas  Abû 

Dâud dibandingkan dengan Abu Ubaidah, Abu Abdillah menjawab bahwa  

Abû Dâud adalah orang yang lebih paham tentang hadis sementara Abu 

Ubaidah bukanlah orang yang kuat hafalannya namun apa yang ditulisnya 

dapat dipertanggung jawabkan tingkat keakurasiannya.163   

Penilaian lain diberikan oleh Abdul Khaliq bin Mansur yang dinukilnya 

dari Yahya bin Ma’in bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang tsiqah. Ahmad 

bin Abdillah al-‘ijli, Ya’kub bin Sufyan serta  Abû Dâud memberikan 

predikat tsiqah begitu juga penilaian Ya’kub bin Syaibah bahkan menurutnya 

                                                             
160Ibid., juz 18, 473 
161Ibid., 476 
162Periksa dalam, ibid., 473-474  
163

 Ibid., 475 
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tidak hanya tsiqah tetapi juga dikenal sebagai shâlih al-hadîts. Sementara 

Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kitab “Al-Tsiqât”nya.164  

7. Muhammad bin Qudamah 

Nama lengkap Muhammad bin Qudamah adalah Muhammad bin 

Qudamah bin A’yan bin Miswar al-Qursy Abu Abdillah al-Mishshishi. 

Menerima hadis dari enam belas orang guru yang termasuk di dalamnya 

adalah Abu Ubaidah al-Haddad, Sufyan bin Uyaynah, Waki’ bin Jarrah dan 

lain-lain serta meriwayatkannya kepada 25 orang murid yang diantaranya 

adalah  Abû Dâud as-sijistani, an-Nasa’i, Muhammad bin Musayyib bin Ishaq 

al-Argiyani dan lain-lain.165 

Penilaian terhadap Muhammad bin Qudamah dapat disimak dari 

pernyataan Abu Bakar al-Barqaniy ketika bertanya kepada Abul Hasan ad-

Daruqutni mengenai ketsiqahan Muhammad bin Qudamah lalu Abul Hasan 

menjawab bahwa ia adalah orang yang tsiqah. Sementara an-Nasa’i pada satu 

kesempatan menyatakannya dengan la ba’sa bihî  dan pada kesempatan lain 

menyatakan dengan shalih serta ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kitab 

“Al-Tsiqât”nya.166 Beliau meninggal pada tahun sekitar 250 H.167   

8.  Abû Dâud 

Nama lengkap beliau menurut Abdurrahman bin Abi Hatim adalah 

Sulaiman bin Asy’ats bin Syaddad bin ‘Amr bin ‘Amir. Sedangkan menurut 

                                                             
164Ibid., 476 
165Lihat dalam, ibid., juz 26, 308-309 
166Ibid., 309 
167Ibid., 310 
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Muhammad bin Abdul Aziz al-Hasyimi adalah Sulaiman bin Asy’ats bin 

Bisyr bin Syaddad.168 

Mengenai persambungan antara Abu Daud dan Muhamad bin Qudamah 

sebagai guru dari  Abû Dâud penulis tidak menemukannya dalam biografi  

Abû Dâud sekalipun nama  Abû Dâud diakui sebagai murid dari Muhammd 

bin Qudamah. Kuat dugaan hal tersebut disebabkan terlalu banyaknya guru 

Abu Daud seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa guru  Abû Dâud 

mencapai tiga ratus orang guru sehingga para pengarang tidak 

memaparkannya secara keseluruhan.169 Ini terbukti misalnya dalam kitab 

Badzl al-majhûd fî Halli Sunan Abî Dâud yang merupakan salah satu syarah 

dari kitab Sunan Abû Dâud hanya disebutkan sebanyak 20 orang guru yang 

dianggap sebagai guru yang paling populer.170 Sementara dalam kitab 

Tahdzîb al-Kamâl fî Asma’ al-Rijâl disebutkan sebanyak 173.171  

Komentar para kritikus hadis mengenai  Abû Dâud dapat disimak dari 

perkataan Musa bin Harun bahwa ia tidak pernah tahu tentang orang yang 

lebih utama dari  Abû Dâud sehingga ia menyuruh kepada Ahmad 

Muhammad bin Yahya bin Abi Saminah untuk menulis hadis yang diperoleh 

dari Ab Daud. Berbeda dengan penilaian Maslamah bin Qasim, menurutnya  

Abû Dâud adalah orang yang tsiqah, zuhud, paham tentang hadis serta 

                                                             
168Ibid., juz 11, 355-356 
169Periksa dalam, Ibnu Hajar al-‘Asqalânî, Tahdzîb at-Tahdzîb, juz 3 (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), 
459 
170Untuk mendapatkan penjelasan secara lebih detail periksa dalam, Khalil Ahmad as-Saharanfuri,  
Badzl al-Majhûd fî Halli Sunan Abî Dâud, juz 1 (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2006), 91-93  
171Tahdzîb al-Kamâl, Op. Cit., 356-359  
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menjadi imam pada masanya.172 Beliau meninggal dunia pada tahun 275 H 

tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 H dalam usia 73 tahun.173   

Dengan memperhatikan kebersambungan sanad antara seorang guru dan 

murid dalam transmisi periwayatan hadis di atas, maka sanad hadis ini telah 

memenuhi standar kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis, 

sekalipun dari sisi kualitas pribadi dan intelektualitas perawi yang 

bersangkutan tidak mencapai derajat ta‘dîl tertinggi.  

C. Kajian Matan  

       Berdasarkan kriteria kesahihan matan hadis seperti diuraikan pada bahasan 

sebelumnya terdapat pandangan yang sangat beragam yang dilontarkna oleh para 

ahli. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga kriteria yang akan dijadikan sebagai 

tolok ukur kesahihan matan hadis yang sedang diteliti, yaitu, pertama, tidak 

adanya pertentangan secara substansial dengan sumber hukum tertinggi yakni al-

quran; kedua, tidak adanya kontradiksi dengan hadis nabi yang sama-sama 

bernilai sahih; ketiga, adanya dukungan fakta historis. 

Untuk itulah maka untuk menilai kesahihan matan hadis yang sedang diteliti 

ini, penulis kemukakan dalil yang menjadi parameter kesahihannya baik yang 

terambil dari ayat al-Quran, hadis nabi ataupun fakta historis sebagaimana 

berikut ini: 

                                                             
172Tahdzîb al-Tahdzîb, Loc. Cit.  
173 Raja’ Musthafa Hazin, I’lâm al-Muhadditsîn wa Manâhijuhum  (Kairo: Universitas al-Azhar, t.th), 
136 
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Di dalam al-quran setidaknya terdapat tiga ayat yang menjadi dalil tentang 

adanya wali dalam pernikahan, masing-masing terdapat dalam surat al-Baqarah 

ayat 232, 221 dan surat an-Nur ayat 32. 

#såÎ)ur ãLäêø)¯=sÛ uä!$|¡ÏiY9$# 
z`øón=t6sù £`ßgn=y_r& üxsù £`èdqè=àÒ÷ès? 

br& z`ósÅ3ZtÉ £`ßgy_ºurøór& #såÎ) 
(#öq|Êºtçs? NæhuZ÷èt/  

Å$rãç÷èpRùQ$$Î/ 3  
Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 
ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 232).174 

üwur (#qßsÅ3Zs? ÏM»x.Îéô³ßJø9$# 
4Ó®Lym £`ÏB÷sãÉ 4 ×ptBV{ur îpoYÏB÷sïB 
×éöçyz `ÏiB 7px.Îéô³ïB öqs9ur 

öNä3÷Gt6yfôãr& 3 üwur (#qßsÅ3Zè? 
tûüÏ.Îéô³ßJø9$# 4Ó®Lym (#qãZÏB÷sãÉ 4 

Óâö7yès9ur í`ÏB÷sïB ×éöçyz `ÏiB 
78Îéô³ïB öqs9ur öNä3t6yfôãr&  

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. (QS. Al-Baqarah: 221).175 

(#qßsÅ3Rr&ur 4ëyJ»tÉF{$# óOä3ZÏB 
tûüÅsÎ=»¢Á9$#ur ô`ÏB ö/ä.Ïä$t6Ïã 
öNà6Í¬!$tBÎ)ur 4 bÎ) (#qçRqä3tÉ 

uä!#tçs)èù ãNÎgÏYøóãÉ ª!$# `ÏB 
¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#ur ììÅôºur ÒOäÎ=tæ 

ÇÌËÈ    

Artinya:  Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32).176 

                                                             
174DEPAG, Al-Quran dan Terjemahnya, edisi tahun 2002 
175Ibid. 
176Ibid. 
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Tiga ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan wajib adanya wali bagi 

seorang perempuan dalam melangsungkan akad pernikahannya. Ayat pertama 

yakni al-Baqarah ayat 232 menurut Imam Syafi’i adalah ayat yang paling jelas 

menunjuk kewajiban adanya wali bagi seorang perempuan.177 Sementara pada 

ayat yang kedua (al-Baqarah: 221) sisi penetapan dalil yang diungkapkan oleh 

ayat tersebut adalah khitab pembicaraan yang ditujukan kepada seorang wali 

seakan-akan Allah berfirman, wahai para wali janganlah kalian menikahkan 

orang-orang yang berada dalam perwaliannmu kepada orang-orang musyrik.178 

Sedangkan ayat terakhir yaitu an-Nur ayat 32 seperti dikatakan oleh Quraish 

Shihab tidak hanya terbatas pada seorang wali melainkan kewajiban umat 

muslim secara keseluruhan untuk membantu orang-orang yang masih 

membujang sehingga ia mau menikah.179 Secara lengkap penafsiran Quraish 

terhadap ayat 32 surat an-Nur adalah sebagai berikut: 

“hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin. 
Perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah 
yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian diantara 
kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina 
dan haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina 
rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-
hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang butuh 
menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka 
kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin maka Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas 
pemberian-Nya lagi maha mengetahui segala sesuatu”.180  

 

                                                             
177Wahbah al-Zuhayli, Op. Cit., 6.572 
178Ibnu Hajar al-‘Asqalani “Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukharî” diterjemahkan Amiruddin, 
Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, juz 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 284 
179Quraish Shihab, Tafsîr al-Mishbâh, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335 
180

Ibid. 
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Penafsiran Quraish di atas berangkat dari sebuah pemaknaan terhadap kata 

امى4 م yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata mufrad الأ  ayyim yang/ أ

semula kata tersebut –lanjut Quraish – berarti perempuan yang tidak memiliki 

pasangan dan hanya digunakan untuk menyebut para janda, tetapi kemudian kata 

tersebut meluas sehingga tercakup di dalamnya para gadis maupun para pria 

yang membujang baik duda ataupun jejaka. Bahkan keumuman kata tersebut 

juga mencakup para wanita tuna sila, mengingat semangat yang dikandung ayat 

tersebut –meminjam istilah Fazlur Rahman, ideal moralnya –adalah untuk 

menciptakan lingkungan yang sehat dan religius sehingga dengan mengawinkan 

para tuna sila, masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta 

dapat hidup dalam suasana yang bersih.181  

Kriteria kedua untuk menentukan kesahihan matan sebuah hadis adalah 

tidak adanya pertentangan dengan hadis nabi yang sama-sama berkualitas sahih 

atau bahkan hadis yang dianggap lebih shahih sebagaimana hadis yang terdapat 

dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dalam hal ini, hadis yang dapat 

dikemukakan untuk menilai kualitas matan hadis  َنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ لا  adalah riwayat 

imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah. 

ى عن أبي سلمة أن أبا  ح م حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا ªشام عن  رة حدث عل و  النبي صلى االله أن: ªر
م حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ( سلم قال  ا ؟ قال  ) . لا تنكح الأ ف إذن ا رسول االله وك قالوا 
 182)رواه البخاري. (أن تسكت

Artinya: Bercerita kepada kami Mu’adz bin Fadhalah, bercerita kepada kami 
Hisyam yang berasal dari Yahya dan Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah 
bercerita bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda perempuan janda tidak 
dinikahkan sehingga diajak musyawarah, sementara perempuan yang masih 
perawan tidak dinikahkan sehingga terlebih dahulu ia dimintai izin. Lalu 

                                                             
181

 Ibid. 
182Ibnu Hajar al-‘Asqalânî,  Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukharî, juz 9 (Damaskus: Maktabah al-
Ghazali, t.th), 191 
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mereka berkata, wahai rasulullah bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ketika 
dia diam. (HR. Imam Bukhari). 

 

Bentuk penunjukan substansi hadis tersebut yang penulis kategorikan 

sebagai dalil tentang adanya wali dalam pernikahan sehingga dianggap sejalan 

secara substansial dengan kandungan hadis yang sedang diteliti yaitu hadis yang 

berbunyi َنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ لا  adalah bentuk khitab yang menunjuk kepada mudzakkar 

 Namun seperti akan diuraikan pada bagian implikasi hukum, hadis .(لا تنكح)

riwayat imam Bukhari ini juga sebagai penegasan bahwa sebenarnya tidak ada 

hak ijbar bagi seorang wali. 

Selain al-Quran dan hadis, sejarah juga merekam praktek nabi sendiri serta 

para sahabatnya dalam mengamalkan substansi hadis tentang ketidak sahan 

pernikahan tanpa seorang wali. Misalnya saja kasus Aisyah ketika menerima 

lamaran seorang laki-laki terhadap Hafsah binti Abdirrahman. Dalam kasus 

tersebut ketika sampai pada waktu akad pernikahannya, Aisyah berkata terhadap 

sebagian keluarganya, nikahkanlah dia karena sesungguhnya perempuan tidak 

berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan.183 

Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah praktek nabi sebagai 

pengamalan terhadap hadis tentang perwalian tepatnya ketika Umar bin Khattab 

mengkhitbah Ummu Salamah setelah meninggalnya Abu salamah atas perintah 

                                                             
183Abdullah Hasan al-Hadîtsî, Atsar al-Hadîts al-Nabawî fî Ikhtilâf al-Fuqaha’  (Beirut: Darul Kutub 
Ilmiyah, 2005), 98; tindakan yang dilakukan oleh Aisyah dalam kasus di atas telah menimbulkan 
perdebatan tersendiri tentang apakah ketika seorang rawi melakukan tindakan yang berlawanan 
dengan hadis yang diriwayatkannya dapat dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak, sekalipun ternyata 
seperti dikatakan pada bahasan di atas, Aisyah tidak mengakadkan melainkan hanya menerima 
lamarannya saja. Pertentangan menyangkut peroslan tersebut dapat dibaca dalam, Musthafa Sa’id al-
Hin, Atsar al-Ikhtilâf fi al-Qawâid al-Ushûliyyah fî Ikhtilâf al-Fuqaha’ (t.tp: Muassasah al-Risalah, 
t.th), 442  
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nabi. Pada saat itu Ummu Salamah berkata bahwa tidak seorang pun dari orang 

yang berhak menjadi wali hadir bersamanya. Maka nabi dalam hal ini balik 

bertanya tidakkah ada seorang walipun yang hadir ataupun wali yang ghaib 

untuk melangsungkan pernikahan ini? Menurut Abdullah Hasan al-hadîtsî, andai 

saja pernikahan tidak membutuhkan adanya seorang wali niscaya nabi akan 

mengatakan nikahkanlah dirimu tanpa membutuhkan adanya seorang wali.184  

Begitu juga kasus yang dialami Ma’qal bin Yasar ketika saudara 

perempuannya yang bernama Jamilah diceraikan oleh Suaminya yang bernama 

Ashim bin ‘Adiy. Pada saat itu Ashim bin ‘Adi kembali menemui Ma’qal bin 

Yasar untuk rujuk kepada istrinya, namun Ma’qal bin Yasar enggan untuk 

menerimanya kembali. Setelah peristiwa ini sampai kepada Nabi, beliau 

menyuruh untuk menikahkannya kembali dengan mantan suaminya.185 Sehingga 

tidak berlebihan jika Ibnu Mundzir berkata bahwasanya ia tidak pernah tahu 

tentang praktek para sahabat yang meyalahi tentang aturan perwalian dalam 

pernikahan.186  

Berdasarkan ayat al-Quran, hadis nabi serta fakta historis yang 

membenarkan adanya perwalian dalam pernikahan sebagaimana telah 

dipraktekkan oleh baginda nabi serta para sahabatnya, maka hadis yang sedang 

penulis teliti dapat dinilai sebagai hadis yang sahih dari sisi matannya sehingga 

dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. 

                                                             
184Ibid., 100 
185Periksa kembali tentang asbâb al-nuzûl surat al-Baqarah ayat 232 dalam, Muhammad al-Shâwî, 
Hâsyiyatu al-Shâwî ‘Alâ Tafsîr Al-Jalâlain, juz 1 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2004), 144;  
186Muhammad bin Ismâil al-Shan’ânî, Subul al-Salâm Syarah Bulûgh al-Marâm, jilid 3 (Beirut: Darul 
Kutub Ilmiyah, 2006), 120 
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BAB IV 

PEMAHAMAN HADIS DAN IMPLIKASI HUKUM 

 

A. K

ajian tekstual 

       Melalui penelusuran terhadap Program CD al-Maktabah al-Syâmilah, secara 

redaksional hadis لا نكاح الا بولي mempunyai kesamaan dengan beberapa redaksi 

hadis di bawah ini, yaitu:  

 ِ ْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ  187.لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ « -صلى االله عل وسلم-عَنْ أَبِى ªُرَ

 188لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ َقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ«  قَالَ -صلى االله عل وسلم-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ 

قرأ بأم الكتاب فلا صلاة ل:  و سلم قال عن عبادة بن الصامت ان رسول االله صلى االله عل  189من لم 

Hadis di atas, sekalipun memiliki redaksi yang sama yakni sama-sama 

didahului oleh lâ nafy mempunyai muatan hukum yang berbeda sebagaimana 

telah dipahami oleh para ulama. Perbedaan yang timbul adalah seputar 

                                                             
187Sunan Dâruqutnî y, 1/30, Al-Maktabah al-Syâmilah (http://www. Shâmela.ws) 

188 Sunan Tirmidzî , 2/15, ibid. 

189 Al-Dârimî, 1/312, ibid. 
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pemaknaan َلا tersebut apakah ia merupakan nafy li al-kamâl ataukah nafy li al-

sihhah. Jika hanya berfungsi sebagai nafy li al-kamâl maka implikasi hukumnya 

hanya berkisar pada nilai kesempurnaannya sebuah aktifitas, namun jika ternyata 

berfungsi sebagai nafy li al-sihhah maka implikasi hukum yang dikandung 

adalah menyangkut sah tidaknya suatu amalan. Hanya saja untuk menetukan 

apakah َلا yang terdapat dalam suatu kalimat berfungsi sebagai nafy li al-kamâl 

ataukah li al-sihhah harus dikuatkan oleh adanya indikasi yang menunjuk pada 

kedua makna tersebut. 

Sekedar untuk membandingkan antara َلا dalam hadis di atas dengan َلا yang 

terdapat dalam redaksi hadis لا نكاح الا بولي dalam hal ini perlu diuraikan 

pandangan para ulama tentang pemaknaan terhadap َلا dalam hadis tersebut di 

atas. Hadis pertama yaitu ِلاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِى الْمَسْجِد sebagaimana dipahami 

oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, selain hadis tersebut dinilai sebagai hadis dlaîf, َلا 

yang terdapat dalam redaksi hadis tersebut juga dianggap sebagai َلا yang 

berfungsi sebagai nafy li al-kamâl, sehingga hadis tersebut tidak mempunyai 

implikasi hukum bahwa tetangga masjid yang tidak melakukan shalat di masjid 

dianggap batal.190 Argumen yang dibangun oleh ibnu Hajar adalah masjid bukan 

merupakan syarat sahnya shalat bahkan sebagai bentuk penghormatan Allah 

terhadap umat Muhammad adalah dijadikannya bumi sebagai tempat yang suci 

untuk ditempati sebagai tempat peribadatan.191 

                                                             
190Ibnu Hajar al-‘Asqalani,  Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukharî, juz 2 (Riyad: Dar Thaibah, 
2006), 19 
191Ibid. 
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Sedangkan لا yang terdapat dalam redaksi hadis ِلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ َقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب  

dan قرأ بأم الكتاب فلا صلاة ل  telah dipahami oleh jumhur ulama sebagai lâ nafy من لم 

yang berfungsi sebagai nafy li al-sihhah sehingga implikasi hukumnya setiap 

shalat yang dilakukan tanpa membaca surat al-fatihah dianggap batal.192 Karena 

menurut jumhur ulama, hadis tersebut diperkuat oleh praktek nabi Muhammad 

dan para sahabatnya dalam mengamalkan bunyi hadis tentang wajibnya 

membaca surat al-Fatihah bagi setiap mushalli.193 

Sementara َلا yang terdapat dalam redaksi hadis لا نكاح الا بولي juga dipahami 

oleh para ulama sebagai لا yang berfungsi sebagai nafy lis sihhah.194 Bahkan 

menurut Badruddin al-‘Ainiy, penakwilan sebagian ulama terhadap لا tersebut 

sebagi nafy li al-kamâl adalah penakwilan yang fasid.195 Tentu saja penakwilan 

terhadap لا sebagai nafy li al-sihhah dalam hadis ini karena didukung oleh 

banyaknya indikasi yang menjustifikasi pemaknaan tersebut baik yang terambil 

dari al-Quran, hadis sahih maupun praktek nabi dan para sahabatnya 

sebagaimana telah dikemukakan pada bahasan tentang kajian matan hadis.  

                                                             
192Muhammad Ali al-Shâbûnî, Tafsîru Ayât al-Ahkâm, jilid 1 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1999), 39 

193Ibid., 41 

194Muhammad bin Ismail ash-Shan’aniy, Op. Cit., 120; Husain Muhammad al-Maghrabi, al-Badr al-
Tamâm Syarah Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm, juz 3 (t.tp: Darul Wafa, 2004), 473  

195Badruddin al-‘Ainiy, ‘Umdat al-Qârî Syarah Shahîh al-Bukharî, juz 20 (Beirut: Darul Kutub 
Ilmiyah, 2001), 164; pemaknaan terhadap لا dalam redaksi hadis di atas sebagai nafy li al-kamâl 
menurut ungkapan Jalaluddin Suyuty yang selanjutnya dikutip oleh Mubarak Furi adalah pendapat 
Abu Hanifah, namun jumhur ulama tetap menganggap sebagai nafy lis-sihhah. Periksa dalam, 
Mubarak Furi, Tuhfat al-Ahwâdzî bi Syarhi Jâmi’ al-Tirmidzî, juz 4 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 
2005), 166; pemahaman yang berbeda dikemukakan oleh Imam asy-Syaukani, menurutnya makna 
nafy dalam redaksi hadis  لا نكاح الا بولي sebagai nafy yang adakalanya menafikan bentuk syar’inya 
mengingat akad yang dilakukan tanpa adanya seorang wali bukan merupakan akad yang dibenarkan 
secara syar’i dan adakalanya merupakan penegasian terhadap keabsahan nikahnya karena pernikahan 
yang dilakukan tanpa adanya seorang wali adalah pernikahan yang dianggap batal. Lihat, Muhammad 
bin Ali asy-Syaukani, Nail al-Authâr Syarah Muntaqa al-Akhbâr, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 
232 
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Beralih kepada makna نكاح yang dimaksudkan dalam redaksi hadis di atas. 

Secara definitif kata tersebut diartikan dengan الوطء والعقد (hubungan biologis dan 

akad).196 Namun pada kenyataannya tidak semua kata نكاح bermakna seperti 

disebutkan di atas. Misalnya kata نكاح yang terungkap dalam redaksi hadis yang 

berbunyi: َاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاح di mana kata نكاح dalam hal ini diartikan dengan 

hubungan biologis, mengingat hadis ini dijadikan sebagai penjelas terhadap 

firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222.197 Begitu juga dengan kata  نكاح 

dalam surat al-Nisa ayat 6 yang berbunyi تامى حتى اذا بلغوا النكاح  dimana kata وابتلواال

 dalam ayat tersebut diartikan dengan usia baligh.198 نكاح

Ketiga makna di atas, baik نكاح dalam arti akad, hubungan biologis ataukah 

usia baligh sebenarnya sama-sama terakomodir dalam konteks pernikahan. Akad 

merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, sedangkan 

hubungan biologis adalah implikasi hukum dari sahnya akad yang telah 

dilakukan. Begitu juga dengan usia baligh yang ditempatkan sebagai salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai –sekalipun batasan mengenai 

usia baligh ini masih bisa diperselisihkan. Namun demikian, kata نكاح dalam 

redaksi hadis لا نكاح الا بولي andai saja yang dimaksudkan adalah نكاح dengan 

makna akad maka secara tidak langsung hubungan biologis sebagai implikasi 

hukum dari keabsahan akad yang dilangsungkan dengan sendirinya dianggap 

                                                             
196Al-Fairuz Abady, al-Qamus al-Mukhit (Libanon: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2004), 1.757; 
sedangkan dalam terminologi syar’i, nikah sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Zuhayli yang 
selanjutnya dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan yaitu akad yang telah ditetapkan 
oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta’ dengan seorang 
wanita ataupun sebaliknya. Lihat dalam,  Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum 
Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 39 
197Muhammad bin Ismail ash-Shan’aniy, Op. Cit., jilid 1, 108 
198Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafy, Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta’wil, juz 2 (Beirut: 
Darul Kutub Ilmiyah, 2001), 233 
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tidak akan terlaksana, sehingga dalam redaksi hadis tersebut tidak harus 

menyertakan hubungan biologis sebagai makna lain dari kata نكاح. 

Selain tinjauan atas pemaknaan kata نكاح, kata tersebut juga dapat dipahami 

dari sisi nahwiyahnya yang secara gramatikal merupakan bentuk nakirah.199 

Sementara kaidah mengenai nakirah seperti dikatakan oleh asy-Syaukani, bahwa 

ketika isim nakirah terletak dalam susunan nafy, maka ia berfaedah sebagai kata 

yang mempunyai cakupan umum.200 Berangkat dari kaidah di atas, dapatlah 

dipahami bahwa keumuman kata tersebut adakalanya menunjuk pada bentuk-

bentuk pernikahan dan adakalanya menunjuk pada subjek pernikahan. Hal ini 

mengingat adanya bentuk pernikahan yang sangat beragam yang telah dibatalkan 

oleh Islam. Menurut riwayat Aisyah di jaman Jahiliyah terkenal empat macam 

pernikahan, yaitu: 

1. Perkawinan pinang, yakni seorang laki-laki meminang melalui orang yang 

menjadi wali atau melalui perempuannya sendiri lalu ia berikan maharnya 

kemudian menikahinya 

2. Perkawinan istibdha’, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya sesudah ia 

selesai dari masa haidnya: “pergilah kepada fulan untuk berhubungan biologis 

dengannya. Lalu suaminya menghindarinya dan tidak menyentuh sama sekali 

hingga jelas kehamilannya dari laki-laki yang yang melakukan hubungan 

                                                             
199Dalam terminologi ilmu nahwu, istilah nakirah diartikan sebagai isim yang jenisnya bersifat umum 
tanpa diperuntukkan kepada satu perkara. Sedangkan isim ma’rifat adalah isim yang telah menunjuk 
pada satu perkara yang telah diketahui yakni meliputi isim dhamir, isim ‘alam, isim isyarah, isim 
maushul, isim yang dima’rifatkan dengan menggunakan alif dan lam dan yang terkahir adalah isim 
yang diidhafahkan kepada salah satu dari lima hal di atas. Periksa dalam, Syamsuddin Muhammad al-
Ra’iniy, “Ilmu Nahwu: Mutammimah al-Ajurumiyah”, diterjemahkan Moh. Anwar dan Anwar Abu 
Bakar, Terjemah Mutammimah Ajurumiyah (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 76-77 
200Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Op. Cit., juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 218  
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intim dengannnya. Pernikahan ini bertujuan untuk mendapatkan keturunan 

yang unggul. 

3. Pernikahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang 

kurang dari sepuluh. Masing-masing dari mereka menggauli perempuan 

tersebut. Apabila perempuan itu hamil serta melahirkan, maka dia mengirim 

seorang utusan untuk memenaggil semua laki-laki yang telah berhbungan 

intim dengannya dan tidak seorang pun yang boleh menolak untuk berkumpul 

di sisinya. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada mereka, kalian telah 

mengetahui urusan kalian dan sekarang aku telah melahirkan, maka dia 

adalah anakmu wahai fulan (dia menyebut nama laki-laki yang diinginkannya 

sesuai namanya). 

4. Pernikahan yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang sangat 

banyak terhadap seorang perempuan. Dia adalah perempuan pelacur yang 

biasa menancapkan bendera di depan rumahnya dan tidak pernah menolak 

untuk melayani siapapun yang menginginkannya.201  

Dari sini maka jika keumuman kata نكاح adalah menunjuk pada bentuk-

bentuk pernikahan sebagaimana disebutkan di atas, maka hadis ini hendak 

menyatakan bahwa semua pernikahan itu adalah batal kecuali pernikahan yang 

telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam yang 

salah satunya adalah adanya seorang wali. 

                                                             
201Periksa dalam Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, juz 2 (Kairo: Dar al-, 1995), 104. Untuk mengetahui 
teks hadits riwayat Aisyah di atas, dapat diperiksa dalam, Ibnu Hajar al-‘Asqalani “Fath al-Bârî bi 
Syarhi Shahîh al-Bukharî” diterjemahkan Amiruddin, Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, 
juz 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 278-279 
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Namun jika yang ditunjuk oleh keumuman kata نكاح adalah subjek 

pernikahan itu sendiri apakah ia seorang janda ataupun gadis maka makna yang 

dikehendaki oleh hadis yang berbunyi لا نكاح الا بولي berarti pernikahan yang 

dilakukan oleh seorang perempuan tanpa adanya seorang wali apakah ia gadis 

ataupun janda hukumnya batal. Bahkan keumuman kata نكاح ini juga berlaku 

sebagai peringatan bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang 

perempuan tanpa adanya seorang wali sebagaimana pernah tercatat di dalam 

salah satu pasal kode Hammurabi bahwa jika seorang laki-laki melaksanakan 

perkawinan tetapi tidak membuat kontrak tertulis kepada pihak calon isterinya 

yang dalam hal ini diwakili oleh ayahnya, maka perempuan itu tidak sah sebagai 

isterinya.202 

Kata selanjutnya adalah kata بولي, di dalam redaksi hadis لا نكاح الا بولي secara 

literer –jika لا diartikan sebagai nafy li al-sihhah–berarti tidak sah suatu 

pernikahan tanpa adanya seorang wali. Pertanyaan yang timbul apakah yang 

dimaksud dengan tidak adanya seorang wali. Apakah yang dimaksudkan adalah 

izin dari seorang wali sehingga perempuan dapat mengakadkan dirinya tanpa 

membutuhkan wali ataukah yang dimaksudkan adalah izin dan akad yang 

dilakukan oleh seorang wali sehingga perempuan tidak dapat mengakadkan 

dirinya sekalipun ia telah memperoleh izin dari walinya? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikemukakan dua hadis nabi 

yang sama-sama berasal dari jalur Aisyah. 

                                                             
202Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran (Jakarta: Paramadina, 2001), 
97 
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بة   مان بن موسى عن الزªري عن عروة عن . حدثنا معاذ . حدثنا أبو بكر بن أبي ش ج عن سل حدثنا ابن جر

ا(  قال رسول االله صلى االله عل و سلم -: عائشة قالت نكح ما امرأة لم  ا باطل الولي أ ا باطل فنكاح .  فنكاح

ا  ا فل ا فإن أصاب رªا بما أصاب من  203)فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي ل. م

ْجٍ عَ ْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَ ْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزªُّْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ  نْحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفَْانُ بْنُ عَُ سُلَ

 ِ َا  : قَالَ -صلى االله عل وسلم-عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ ْرِ إِذْنِ وَلِِّ َا بَاطِلٌ أَُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَ َا بَاطِلٌ فَنِكَاحُ فَنِكَاحُ

َا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ َا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَفَنِكَاحُ ْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِ َا الْمَ َا فَلَ  204ُ بِ

Mencermati kedua hadis di atas, maka yang dimaksud dengan  بولي adalah 

 izin seorang) اذن الولي dan (akad yang dilakukan oleh seorang wali) انكاح الولي

wali), sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa dua hadis di atas adalah sebagai 

bayan Tafsîr terhadap kata بولي  dalam redaksi hadis yang berbunyi لا نكاح الا بولي. 

Pemahaman berbeda dilontarkan oleh Abu Tsaur, menurutnya perempuan dapat 

menikahkan dirinya sendiri selama ada izin dari wali yang bersangkutan. Hal ini 

menurutnya didasarkan pada pemahaman terhadap hadis yang berbunyi    ٍأَُّمَا امْرَأَة

ْرِ َانُكِحَتْ بِغَ  ,namun pendapat tersebut telah dibantah oleh asy-Syaukani205  إِذْنِ وَلِِّ

menurutnya pendapat tersebut bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan 

oleh Abu Hurairah yaitu hadis yang berbunyi  

ِ عَ ْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ َا فَإِنَّ  « -صلى االله عل وسلم-نْ أَبِى ªُرَ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَ

َا   206الزَّانَِةَ ªِىَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَ

Pemahaman lain yang diperoleh dari redaksi hadis di atas adalah 

penyebutan kata َّوَلِى dengan bentuk nakirah seperti terlihat dalam redaksi hadis  لا

                                                             
203Sunan Ibnu Mâjah, 1/5, lihat Al-Maktabah al-Syâmilah (http://www. Shâmela.ws) 
204Sunan Tirmidzî , 4/394, ibid 
205Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Op. Cit., juz 6, 232 
206Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah dan imam Daruqutniy serta imam al-Baihaqi. Sedangkan 
kualitas hadis ini menurut penilaian ibnu Katsir adalah hadis yang bernilai shahih. Ibid., 231 
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 dan pada redaksi hadis yang lain disebutkan dengan bentuk ma’rifat نكاح الا بولي

seperti terdapat dalam hadis ا الولي نكح ما امرأة لم  َا dan أ ْرِ إِذْنِ وَلِِّ  .أَُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَ

Pemahaman yang dapat diambil dari perbedaan penggunaan isim ma’rifat dan 

nakirah pada kata ّوَلِى dalam hadis di atas adalah adanya perbedaan keumuman 

dan spesifikasi makna yang dikandung oleh masing-masing hadis tersebut. Pada 

hadis pertama yakni ح الا بوليلا نكا  mempunyai cakupan yang sangat umum, 

dengan kata lain asal terdapat seorang wali yang menikahkan maka nikahnya 

dianggap sah sehingga semangat yang dikandung oleh redaksi hadis tersebut 

bukanlah aturan perwalian secara rinci melainkan hanya sebagai penegasan 

bahwa pernikahan haruslah dilakukan oleh seorang wali. Namun jika kata بولي 

pada redaksi hadis di atas mengandung dhamir yang tersimpan (mustatir)207 

yang kembalinya kepada kata nikah sehingga redaksi بولي maksudnya adalah  بولي

 maka ia juga termasuk isim ma’rifat sehingga memiliki pemaknaan seperti النكاح

dua hadis yang akan diuraikan berikut ini. 

Berbeda dengan pemahaman terhadap penggunaan kata  َّوَلِى dengan bentuk 

ma’rifat dalam redaksi hadis ا الولي نكح ما امر لم  أةأ  dan َا ْرِ إِذْنِ وَلِِّ  .أَُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَ

Dalam kedua hadis ini tidak lagi bermakna wali secara umum sebagaimana hadis 

yang sebelumnya melainkan pada kedua redaksi hadis ini telah menunjuk pada 

wali sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu 

meliputi wali aqrab, wali ab’ad dan wali hakim serta beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk sahnya seorang wali. 

                                                             
207Dhamir terbagi ke dalam dua bagian, pertama adalah dhamir mustatir yaitu dhamir yang tidak 
tampak dalam ucapan. Sedangkan yang kedua adalah dhamir bariz yakni dhamir yang terbentuk 
dalam ucapan. Lihat, Syamsuddin Muhammad al-Ra’iniy, Op. Cit., 80-81  
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B. H

istorisitas perwalian dalam pernikahan 

       Secara mikro, sesuai penelusuran penulis terhadap kitab-kitab kompilasi 

Asbâb al-wurûd hadis, hadis tentang perwalian dengan redaksi لا نكاح الا بولي 

tidak didapatkan tentang peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis 

tersebut. Namun untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi pada 

saat hadis ini disabdakan beberapa abad yang telah silam dapat digunakan aspek 

makro sebagai perbandingan untuk memahami hadis tersebut, tentu saja dalam 

hal ini adalah setting sosial masyarakat Arab pra-Islam sebagai masyarakat yang 

bersinggungan langsung dengan proses legislasi hukum Islam.  

Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam telah banyak digambarkan oleh 

para pemikir baik yang berasal dari pemikir Islam ataupun mereka yang berasal 

dari golongan orientalis. Mengkaji persoalan hukum melalui studi kritis terhadap 

setting historis bukan tidak berdasar, mengingat hukum Islam seperti dikatakan 

oleh Joseph Schacht memiliki akar-akarnya dalam masyarakat Arab pra-

Islam.208 Bahkan menurut Toshihiko Izutsu, bentuk ketidak adilan terhadap 

semangat jahiliyah dan bahkan terhadap posisi Islam sendiri ketika Islam 

dikatakan telah melakukan penolakan dan pengingkaran terhadap ideal-ideal 

moral Arab pra-Islam secara keseluruhan karena kenyataannya sekalipun 

                                                             
208Akhmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 17 
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beberapa nilai pra-Islam secara total ditolak oleh al-Quran namun sebagian yang 

lainnya diterima dengan berbagai modifikasi (baca: Islamisasi).209  

Kaitannya dengan persoalan dialektika legislasi hukum Islam dengan nilai-

nilai pra-Islam sebagai bahan bakunya, maka dalam rangka untuk memperoleh 

pemahaman terhadap hadis perwalian dalam pernikahan sangat diperlukan untuk 

melakukan kajian terhadap setting sosial masyarakat kala itu yang dalam 

pandangan para ahli sering kali digambarkan bahwa sistem sosial yang 

berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam adalah sistem patriarkhi yang 

dianggap sangat tidak menguntungkan terhadap eksistensi seorang perempuan 

karena sistem tersebut hanya memberikan kontribusi besar terhadap 

pelanggengan dominasi laki-laki atas perempuan.210  

Budaya patriarkhi ini bermula dari adanya dominasi kelompok tertentu 

terhadap kelompok yang lain yang tidak hanya sebatas pada penguasaan secara 

fisik melainkan juga telah berdampak pada penentuan ideologi yang 

melanggengkan kekuasaannya.211 Dalam konteks relasi laki-laki perempuan, 

budaya patriarkhi telah menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang harus 

                                                             
209Toshihiko Izutsu, “Ethico-Religious Consepts in the Quran”, diterjemahkan Agus Fakhri Husain, 
Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Quran (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 89; penelitian 
terhadap modifikasi nilai-nilai Arab Pra-Islam yang diakomodir dalam hukum Islam telah dilakukan 
salah satunya oleh Khalil Abdul Karim. Periksa dalam, Khalil Abdul Karim, “al-Judzur at-
Tarikhiyyah li asy-Syariah al-Islamiyyah”, diterjemahkan Kamran As’ad, Syariah: Sejarah 
Perkelahian Pemaknaan (Yogyakarta: LkiS, 2003). 
210Umi Sumbulah, “Problematika Gender”, dalam Umi Sumbulah, dkk., Spektrum Gender (Malang: 
UIN Press, 2008), 16; menurut Nurcholish Madjid yang selanjutnya dikutip oleh Jaih Mubarok, ciri 
yang paling menonjol dalam tatanan masyarakat Arab Pra-Islam adalah: 1. Menganut paham 
kesukuan; 2. Memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas serta 
faktor keturunan lebih dipentingkan dari pada kemampuan; 3. Mengenal hierarki sosial yang kuat; 4. 
Kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Lihat dalam, Jaih Mubarok, Sejarah dan 
Perkembangan Hukum Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 19  
211Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia”, 
dalam, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam 
Islam (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002), 10 
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bertanggung jawab untuk membela dan mempertahankan seluruh anggota 

keluarga serta harus bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan 

seluruh anggota keluarga, sementara perempuan bertugas dalam mengurusi hal-

hal yang berhubungan dengan tugas-tugas reproduksi dalam sektor domestik.212 

Bentuk dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat pra-Islam 

mendapatkan dukungan dari kondisi geografis Jazirah Arab yang secara umum 

adalah padang pasir yang sangat tandus dan gersang yang dikelilingi oleh 

pegunungan213 sehingga perebutan sumber air dan lahan ternak bahkan 

perempuan sering kali menjadi pemicu terjadinya peperangan antar kabilah,214 

sehingga tidaklah berlebihan jika masyarakat pra-Islam digambarkan sebagai 

masyarakat kesukuan (tribalisme) yang sangat gemar dalam melakukan 

peperangan dan bahkan peperangan dianggap sebagai salah satu kesempatan 

untuk memperoleh taraf kehidupan yang lebih baik sekalipun hal tersebut tentu 

sangat beresiko.215 Jika suatu peperangan telah dimenangkan oleh satu kabilah 

tertentu maka ia berhak memperoleh barang rampasan (ghanimah).216 

Kondisi inilah yang tentu saja sebagai dukungan dalam hal melanggengkan 

bentuk tirani laki-laki atas perempuan mengingat laki-laki ditempatkan sebagai 

orang yang harus melakukan peperangan untuk mempertahankan kabilahnya 

maupun untuk memperoleh taraf kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, 

                                                             
212Nasaruddin Umar, Op. Cit., 135; periksa juga dalam, Asghar Ali Engineer, “The Quran Women and 
Modern Society” diterjemahkan Agus Nuryatno, Pembebasan Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2003), 
41  
213Moh. Fauzi Umma, “Perempuan Sebagai Wali Nikah”, dalam, Sri Suhandjati Sukri (ed)., Bias 
Jender Dalam Pemahaman Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 41 
214Umi Sumbulah, “Problematika”, Op. Cit., 25  
215Nasaruddin Umar, Loc. Cit. 
216Ibid., 136 
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kehidupan perempuan tentu saja masih sangat jauh dari harapan sebagai manusia 

yang juga memiliki martabat sebagai manusia karena mereka hanya menjadi 

milik mutlak seorang ayah dan suami manakala ia telah menikah. Menurut 

Qasim Amin, dalam masyarakat pra-Islam, perempuan layaknya sebagai sebuah 

barang yang dapat diperdagangkan bahkan dapat diwariskan, dimana ketika 

seorang laki-laki telah membeli perempuan dari ayahnya untuk dijadikan sebagai 

istri, maka secara tidak langsung kepemilikannya telah berpindah kepada 

seorang suami dan ia mempunyai hak baik untuk menjual kembali ataupun untuk 

menjadikannya sebagai seorang istri dan ketika suami meninggal dunia, maka 

perempuan tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.217 Ahli waris dalam hal 

ini memiliki hak untuk menikahinya tanpa memberikan maskawin ataupun 

menikahkannya dengan orang lain.218 

Dalam sistem masyarakat seperti inilah maka eksistensi perempuan 

sangatlah bergantung kepada kaum laki-laki dalam artian seorang ayah, kakek 

ataupun saudara laki-laki memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan 

seorang perempuan karena dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk 

bertindak sehingga dalam konteks pernikahan pun sangat diperlukan adanya wali 

untuk mencampuri atas namanya dalam memutuskan dilaksanakannya 

pernikahan sementara perempuan hanya mengangguk atau diam.219  

      

                                                             
217Qasim Amin, “The New Women: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism”, 
diterjemahkan Syariful Alam, Sejarah Penindasan Perempuan (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), 29 
218Asghar Ali Engineer, “The Rights of Women in Islam” diterjemahkan Farid Wajidi dan Cici Farkha 
Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994) 
219Ibid., 154 
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C. I

mplikasi hukum 

       Secara tekstual hadis di atas memberikan pemahaman bahwa pernikahan 

yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali hukumnya adalah batal karena 

dalam hadis tersebut secara tegas menyatakan demikian dan tidak ada qarinah 

yang dapat memalingkan makna hadis tersebut kepada makna yang hanya 

menunjuk pada aspek kesempurnaan sebuah pernikahan. Bahkan melalui kajian 

tematis-korelatif terhadap hadis-hadis yang memiliki tema yang semakna, 

dibutuhkannya seorang wali sebagai kunci sahnya pernikahan meliputi izin dan 

tindakan untuk mengakadkannya sehingga tidak memberikan peluang bagi 

seorang perempuan untuk menikahkan dirinya kepada orang lain sekalipun telah 

mendapatkan izin dari seorang wali. 

Namun satu hal yang harus diakui bahwa persinggungan antara legislasi 

hukum Islam dengan nilai-nilai yang berkembang pada masa Jahiliyah 

merupakan satu hal yang tidak terbantahkan bahkan mempunyai kontribusi yang 

tidak sedikit dalam pembentukan hukum Islam.Persoalan wali dalam pernikahan 

ini pun sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan perempuan yang 

sangat tidak mempunyai akses dalam kehidupan publik bahkan boleh dikatakan 

mereka ibarat robot yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan 

remote control yang ada di tangan para laki-laki sehingga terhadap dirinya pun 

sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk memilih sekalipun menyangkut 

hal-hal yang sifatnya privasi seperti dalam memilih jodoh. 
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Realita inilah yang sebenarnya tidak dapat diabaikan begitu saja dalam 

memahami teks-teks keagamaan termasuk hadis nabi ketika berbicara tentang 

relasi laki-laki dan perempuan sekalipun juga perlu ditegaskan bahwa setting 

historis yang dapat dimasukkan sebagai Asbâb al-wurûd makro –dalam 

perbincangan ilmu hadis –tidak dapat dikatakan sebagai hubungan sebab-akibat 

melainkan hanya sebagai instrumen peraga atas apa yang sebenarnya terjadi. 

 

 

Kaitannya dengan keberadaan wali dalam pernikahan dalam konteks 

kekinian yang mana perempuan telah mendapatkan dunianya yang tentu sangat 

berbeda dengan dunia mereka pada masa-masa Jahiliyah, di mana perempuan 

juga memiliki hak untuk memilih sesuatu yang dianggap baik terhadap 

kehidupannya, maka kondisi ini tidak serta merta dapat menghapuskan fungsi 

wali yang juga mendapatkan legitimasi dari nash-nash hadis yang secara kualitas 

maupun kuantitas dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini tentu saja mengingat 

fungsi wali dalam pernikahan diproyeksikan sebagai bentuk perlindungan 

terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang akan 

dibangunnya. Namun demikian, wali tidak lagi mempunyai hak untuk memveto 

–yang dalam term fiqh disebut sebagai hak ijbar– seorang perempuan untuk 

menuruti kehendaknya melainkan hanya berfungsi sebagai pemberi 

pertimbangan. Hak veto bagi seorang wali hanya diperbolehkan dalam hal-hal 

tertentu seperti bagi seorang perempuan yang dianggap tidak cakap sehingga 

dalam hal ini tidak lagi dibedakan antara perawan dan janda seperti dikenal 
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dalam kitab-kitab fiqh melainkan harus dibedakan berdasarkan tingkat 

kecakapannya. 

Setidaknya ada dua alasan yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk 

menolak adanya hak ijbari. Pertama, adalah peristiwa yang dialami oleh 

Khunasa’ binti Khidam al-Anshariyah tatkala ia dinikahkan oleh ayahnya 

dengan anak saudaranya dengan tujuan dengan dinikahkannya dengan Khunasa’ 

maka perbuatan buruk laki-laki tersebut bisa hilang, sementara Khunasa’ tidak 

menyenanginya. Kemudian ia datang hendak mengadu kepada Rasulullah Saw 

yang kebetulan pada saat itu ia ditemui oleh Aisyah. Tidak lama kemudian 

Rasulullah datang dan Khunasa’ pun mengadukan apa yang tengah dialaminya. 

Mendenganr pengaduan tersebut, Rasulullah memanggil ayahnya dan menyuruh 

untuk menyerahkan perjodohannya kepada anak perempuannya (Khunasa’). 

Tetapi kemudian Khunasa’ berkata bahwa ia menerima apa yang telah diperbuat 

oleh ayahnya hanya saja ia ingin memberikan penjelasan bahwa wali (ayah) 

tidak memiliki hak untuk memaksa.220 

Kedua, adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang 

berasal dari Abu Hurairah. 

م  رة حدث ى عن أبي سلمة أن أبا ªر ح عل و  أن النبي صلى االله: حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا ªشام عن 
م حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ( سلم قال  ا ؟ قال  ) . لا تنكح الأ ف إذن ا رسول االله وك قالوا 

 221)رواه البخاري. (ن تسكتأ

                                                             
220Peristiwa di atas terdapat dalam Sunan an-Nasa’i dengan redaksi yang berbunyi: 

ْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أ ِ بْنِ بُرَ ْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ  َخْبَرَنَا زَِادُ بْنُ أَُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَ
َا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّ ْ ِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلَ ْ ُ عَلَ ُ وَأَنَا كَارªَِةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى َأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ سَتَ ِ لَِرْفَعَ بِي خَسِ جَنِي ابْنَ أَخِ

َا فَدَعَاهُ فَجَ ُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِ ِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ ْ ُ عَلَ ِ صَلَّى اللَّ ِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي رَسُولُ اللَّ َا فَقَالَتْ َا رَسُولَ اللَّ ْ عَلَ الْأَمْرَ إِلَ
  وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْء

Al-Maktabah al-Syâmilah, Sunan al-Nasâ’i, 6/395. Hadis ke 3.629 
221Ibnu Hajar al-‘Asqalânî, Op. Cit., juz 9, 191 
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Artinya: Bercerita kepada kami Mu’adz bin Fadhalah, bercerita kepada kami 
Hisyam yang berasal dari Yahya dan Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah 
bercerita bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda perempuan janda tidak 
dinikahkan sehingga diajak musyawarah, sementara perempuan yang masih 
perawan tidak dinikahkan sehingga terlebih dahulu ia dimintai izin. Lalu 
mereka berkata, wahai rasulullah bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ketika 
dia diam. (HR. Imam Bukhari). 

Berdasarkan pada dua hadis di atas, maka hadis yang berbunyi لا نكاح الا بولي 

hanya berposisi sebagai penegasan bahwa adanya wali dalam pernikahan 

merupakan sebuah keniscayaan, sementara dua hadis yang disebutkan terakhir di 

atas berposisi sebagai aturan main yang membatasi kekuasaan seorang wali. 

Andai saja, ijbar seorang wali dibenarkan, niscaya pada kasus Khunasa’, Nabi 

akan membenarkan tindakan ayahnya. Begitu juga hadis kedua yang dengan 

tegas menunjukkan keharusan wali memintai ijin orang yang akan dinikahkan 

 sementara redaksi “meminta ijin” sama sekali tidak berkonotasi ,(حتى تستأذن)

dengan kata “memaksa”.  

  

 

  

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
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A. Kesimpulan 

       Dari uraian-uraian sebelumnya terdapat poin-poin kesimpulan yang dapat 

dijadikan sebagai ikhtisar dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Sekalipun tidak dapat dipastikan bahwa seluruh hadis yang berbicara tentang 

perwalian adalah hadis-hadis yang secara kualitas ataupun kuantitas perawi 

dapat dipertanggung jawabkan–setidaknya hadis yang berasal dari jalur  Abû 

Dâud sebagaimana fokus penelitian ini – baik secara sanad maupun matan 

dapat dikategorikan sebagai hadis yang shahih, sehingga dapat dijadikan 

hujjah dalam hal penentuan suatu hukum. 

2. Kesahihahan hadis yang berbunyi  lâ nikaha illâ biwaliyyin dari sisi sanad 

diperkuat oleh seluruh tramsitter yang tergolong sebagai perawi yang adil 

dari sisi kualitas pribadinya dan dari sisi kapabilitas intelektualnya mereka 

tergolong sebagai orang yang tsiqah (terpercaya). Sementara kesahihan 

matannya didukung oleh nash al-Quran dan Hadis yang secara substansial 

memiliki kandungan yang sama serta tidak adanya penolakan dari fakta 

historis.  

3. Substansi yang menjadi kandungan dari hadis ini adalah tentang wajibnya 

wali bagi seorang perempuan dalam pernikahan, sehingga pernikahan 

dianggap batal manakala tidak ada wali yang mengakadkanya. Hanya saja, 

hadis ini sama sekali tidak memberikan justifikasi bahwa wali memiliki hak 

untuk memveto –ijbâr dalam term fiqh –seorang perempuan yang berada di 

bawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang tidak disenanginya. 
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B. Saran 

       Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti 

yaitu: 

1. Dalam memahami nash-nash keagamaan termasuk di dalamnya hadis nabi 

sangat diperlukan pendekatan-pendekatan yang mengarah pada usaha 

kontekstualisasi yang memungkinkan hadis nabi tetap mampu berdialog dan 

kompatibilitas dengan tantangan zamannya. 

2. Diperlukan upaya untuk membedakan antara hadis-hadis nabi yang 

bermuatan normatif-doktrin dan hadis nabi yang mengalami dialektika 

dengan budaya lokal pada saat hadis tersebut muncul. 
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